
















TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT 
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI 


























TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT 
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI 














Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana 

















Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa: 
 Nama  : HELVI HANDAYANI 
 No. Pokok : B 111 11 031 
 Bagian : HUKUM PIDANA 
 Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA 
     BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK 
     PIDANA KORUPSI 
   (Studi Kasus Putusan No. 24/Pid.Sus/2012/PN.PL) 
 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi. 
 











Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. 
           NIP. 19631024 198903 1 002 







       Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. 
        NIP. 19660827 199203 2 002 
  
iv 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI
v 
ABSTRAK 
HELVI HANDAYANI, B11111031, Judul Skripsi “Tinjauan Yuridis 
Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi 
(Studi Kasus Putusan No. 24/Pid.Sus/2012/PN.PL), di bawah 
bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing I dan Dara 
Indrawati selaku Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan: mengetahui pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak 
pidana korupsi dalam perkara Putusan No. 24/Pid.Sus/2012/PN.PL dan 
mengetahui signifikansi penerapan pidana bersyarat terhadap tindak 
pidana korupsi. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palu, 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, dan Perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode wawancara, dengan tanya jawab terhadap nara 
sumber yang dapat memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan 
dan metode kepustakaan yaitu dilakukan untuk memperoleh data yang 
bersumber dari dokumen-dokumen hukum berupa buku, perundang-
undangan, kamus hukum, pemberitaan media massa, dan internet yang 
terkait dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang 
menginterpretasikan bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap 
terdakwa dimaknai dari ketentuan Pasal 12 A Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah tepat karena ketentuan 
mengenai pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 12 A hanya 
berlaku bagi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 
11, dan Pasal 12 yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta 
rupiah). Pasal ini tidak berlaku bagi kerugian keuangan negara yang 
termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Selain itu, di dalam putusan tersebut majelis hakim tidak 
menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dan tidak memberikan 
penjelasan mengenai tujuan pemidanaan. Pada dasarnya bisa saja 
diterapkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak 
menyebutkan secara tegas boleh atau tidaknya menjatuhkan pidana 
bersyarat dalam tiap-tiap pasalnya. Aturan dalam Pasal 14a sampai 
dengan Pasal 14f KUH Pidana bersifat umum, maka hal tersebut yang 
dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Hal ini 
sesuai dengan Pasal 103 KUH Pidana. Namun, apabila pidana bersyarat 
dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tentunya hal ini 
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A. Latar Belakang Masalah 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD 1945) mengatur bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum 
(rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Hal ini 
berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang 
demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak 
asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung 
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum 
menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan 
serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang 
yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan 
hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara 
untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian 
itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. 
Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam 
kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan 
kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama 
menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan 
masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup 
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fenomenal adalah masalah tindak pidana korupsi.1 Tindak pidana korupsi 
di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke seluruh 
lapisan kehidupan masyarakat. Pekembangannya terus meningkat dari 
tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian 
keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang 
dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek 
kehidupan masyarakat. 
Harus disadari bahwa meningkatnya tindak pidana korupsi yang 
tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas 
kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa 
dan bernegara pada umumnya. Perbuatan tindak pidana korupsi 
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga 
tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa 
melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). 
Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan 
secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.  
Berbicara mengenai penegakan hukum di Indonesia, maka perlu 
untuk diketahui bahwasanya tujuan dari adanya penegakan hukum 
tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari 
segala tindakan kriminal yang mungkin terjadi, sehingga dari sini negara 
berkewajiban untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan 
kejahatan. Hal itu tidak lepas dari diterapkannya hukum pidana oleh 
negara, yang mana hukum pidana merupakan salah satu bagian dari 
                                                           
1
 Evi Hartanti, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1. 
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aturan hukum sebagai alat untuk melindungi masyarakat. Penegakan 
hukum terhadap tindak pidana korupsi, telah banyak dilakukan oleh 
petugas penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim di 
pengadilan. Penegak hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor 
penangkal terhadap merebaknya praktik-praktik tindak pidana korupsi di 
Indonesia. Tetapi pada kenyataannya semakin intensif dilakukan 
penegakan hukum, semakin meningkat pula prkatik-praktik tindak pidana 
korupsi tersebut. 
Negara selaku penguasa dan dalam rangka melaksanakan 
penegakan hukum berhak menjatuhkan sanksi pidana dan merupakan 
satu-satunya subjek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (ius 
puniendi). Kewenangan negara untuk memberikan sanksi pidana 
kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja dalam 
suatu sistem yang dikenal dengan nama sistem peradilan pidana (criminal 
justice system). Dengan kata lain dalam penerapan hukum pidana oleh 
negara, maka hal ini tidak akan terlepas dari adanya sistem peradilan 
pidana tersebut. Sistem perdailan pidana adalah sistem dalam suatu 
masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Komponen-
komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi 
atau badan yang kita kenal dengan nama Kepolisian, Kejaksaan, 
Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. 
Salah satu sub sistem pendukung yang mempunyai peranan yang 
sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana guna 
4 
menegakkan hukum adalah pengadilan yang mana di dalamnya berisi 
para hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. 
Tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan putusan yang 
mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim mempunyai kebebasan 
yang sangat luas untuk memilih jenis pidana sesuai dengan kehendaknya. 
Namun, ditengah besarnya animo masyarakat akan pemberantasan tindak 
pidana korupsi di Indonesia justru di beberapa pengadilan dalam lingkup 
peradilan umum memvonis para pelaku tindak pidana korupsi dengan 
putusan percobaan atau lebih dikenal dengan pidana bersyarat. Dimana 
dengan putusan pidana bersyarat ini pelaku tidak harus menjalani 
hukuman pidana penjara sebagaimana layaknya pelaku kejahatan lain, 
dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu 
tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu. 
Dilihat dari amar putusan pengadilan, sebanyak 80,7% terdakwa 
atau sebanyak 593 terdakwa kasus tindak pidana korupsi dinyatakan 
terbukti bersalah hingga tahap kasasi, sementara 13,7% atau sebanyak 
101 orang terdakwa diputus bebas, 4,2% (31 terdakwa) diputus lepas, dan 
1,2% atau sebanyak 9 terdakwa dinyatakan dakwaan terhadapnya tidak 
dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). Sementara itu dari 593 
terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah, 13 orang terdakwa dijatuhi 
hukuman pidana bersyarat (hukuman percobaan) baik pidana bersyarat 
umum (Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun 
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bersyarat khusus (Pasal 14c ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana).2 
Meskipun hakim mempunyai kekuasaan yang bebas atau merdeka 
untuk menjatuhkan putusannya, tetap saja putusan berupa pidana 
bersyarat dalam tindak pidana korupsi menimbulkan kontroversi dalam 
dunia hukum baik secara akademik maupun praktik. Hal tersebut juga 
bertentangan dengan semangat bangsa Indonesia yang saat ini sedang 
gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi. Jika hukuman 
terberat seperti kurungan, penjara, dan hukuman mati sekalipun tidaklah 
menjamin dapat membuat jera para koruptor ataupun dapat menjalankan 
keefektifan fungsi preventifnya, lalu bagaimana dengan beberapa 
yurisprudensi serta pandangan-pandangan dari beberapa pihak untuk 
menerapkan hukuman pidana bersyarat  kepada pelaku kejahatan yang 
kejam ini. 
Kepuasan akan penegakan hukum memang bukanlah didapatkan 
ketika para pelaku kejahatan menderita saat pelaku kejahatan menjalani 
masa-masa hukuman serta menerima vonis hukuman atas perbuatannya. 
Kepuasan akan lebih tecapai bila kepastian hukum dapat memberikan efek 
jera bagi pelaku kejahatan dan memberikan ketakutan bagi orang lain agar 
mereka berfikir lagi ketika memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang 
sama. Dikarenakan masih banyaknya tanda tanya dan kerancuan dalam 
hal penerapan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi di 
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Indonesia, maka penulis merasa memiliki ketertarikan untuk mengangkat 
penelitian dan penulisan skripsi dengan judul, “Tinjauan Yuridis 
Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi 
(Studi Kasus Putusan No. 24/Pid.Sus/2012/PN.PL)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti, maka 
penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi? 
2. Apakah cukup signifikan penerapan pidana bersyarat terhadap 
tindak pidana korupsi? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi. 
2. Untuk mengetahui signifikansi penerapan pidana bersyarat 





D. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan 
ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu 
hukum khususnya hukum pidana; 
2. Dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi dan 
kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama terlebih 
lagi buat pribadi penulis; 
3. Menjadi sumbangsih dalam rangka pembinaan hukum nasional dan 








A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
 Istilah “Yuridis” berasal dari bahasa Inggris Yuridicial yang sering 
disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi tinjauan yuridis 
berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan 
perundang-undangan. Paul Scholten menyatakan bahwa interpretasi, 
penafsiran hukum, merupakan masalah yang sangat penting dalam 
kehidupan hukum.3 
Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan 
perundang-undangan. Demikian pula halnya dengan undang-undang yang 
baru, yang segera diserap ke dalam struktur keseluruhan tersebut. Dengan 
demikian, apabila orang ingin memberi arti pada suatu undang-undang 
tertentu, maka ia harus melakukannya dalam konteks yang demikian itu. 
Dalam hubungan ini maka kata-kata suatu undang-undang mungkin tidak 
hanya baru menjadi jelas manakala dipahami dalam hubungannya dengan 
yang lain, melainkan juga mencoba untuk memahami masing-masing 
undang-undang sedemikian rupa, sehingga merupakan satu kesatuan 
yang berkaitan satu sama lain. Suatu undang-undang bisa dilihat sebagai 
suatu penggarapan lebih lanjut, suatu pengisian dan/atau penyimpangan 
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dari yang lain.4 Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
pengertian tinjauan yuridis adalah sama dengan hukum pidana materiil 
yaitu mencakup delik apa yang terjadi, siapa pelakunya, unsur-unsur delik 
yang terpenuhi, pidana, dan pertanggungjawaban pidana. 
 
B. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
 Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang adakalanya disebut 
dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, 
karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht.5 Menurut 
Van Hamel, arti dari pidana atau starf menurut hukum positif dewasa ini 
adalah: 
suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh 
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama 
negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum 
bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut 
telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh 
negara.6 
 
Demikian pula Simons mengemukakan bahwa pidana atau straf itu 
adalah “suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah 
dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu 
putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.”7 Lebih 
lanjut Algra-Janssen telah merumuskan pidana atau straf sebagai: 
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alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan 
mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat 
dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali 
sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh 
terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu 
seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.8 
 
 Adami Chazawi mendefinisikan pidana sebagai “suatu penderitaan 
yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau 
beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya 
yang telah melanggar larangan hukum pidana.”9 Menurut Sudarto, yang 
dimaksud dengan pidana ialah “penderitaan yang sengaja dibebankan 
kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 
tertentu.”10 Roeslan Saleh juga mengartikan “pidana adalah reaksi atas 
delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan 
negara pada pembuat delik itu.”11 Dari beberapa rumusan mengenai 
pidana tersebut, dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya 
merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Sedangkan menurut 
Sudarto perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan 
penghukuman. 
Penghukuman itu berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa 
tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi 
juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, 
maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni 
penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim 
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dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh 
hakim.12 
 
Jadi, dengan kata lain pidana berbicara mengenai hukumannya 
sedangkan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman 
itu sendiri. 
 
2. Jenis-jenis Pidana 
Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUH Pidana). Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang 
tercantum di luar KUH Pidana, kecuali ketentuan undang-undang itu 
menyimpang.13 Jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana 
tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok 
dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.14 
Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUH Pidana ialah sebagai 
berikut: 
a. Pidana Pokok, terdiri dari: 
1) Pidana mati; 
2) Pidana penjara; 
3) Pidana kurungan; 
4) Pidana denda; 
5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 1946). 
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b.  Pidana Tambahan, terdiri dari: 
1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu; 
2) Pidana perampasan barang-barang tertentu; 
3) Pidana pengumuman putusan hakim.15 
 
1) Pidana Mati 
Pidana mati pada beberapa negara telah dicabut sedangkan untuk 
negara kita masih dipertahankan bahkan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana mati mulai ditambah. Pidana mati dari waktu ke waktu 
dilakukan lebih memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, baik dijalankan 
dengan pemenggalan, penggantungan, sampai disuntik mati. Menurut 
Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 
38, ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 yang 
menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan menembak mati 
terpidana. Pidana mati dijalankan dengan dihadiri jaksa (Kepala Kejaksaan 
Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis dilaksanakan oleh polisi. 
 
2) Pidana Penjara 
Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan 
kemerdekaan. Batas waktu pidana penjara minimal satu hari sampai 
seumur hidup. Namun, pada umumnya pidana penjara maksimum adalah 
lima belas tahun. Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, 
bukan saja karena ia tidak dapat bebas bepergian tetapi para narapidana 
kehilangan hak-hak tertentu seperti: hak untuk memilih dan dipilih dalam 
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pemilihan umum, hak memangku jabatan politik, hak untuk bekerja pada 
perusahaan-perusahaan, hak mendapat izin tertentu, hak untuk 
mengadakan asuransi hidup, hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan, 
hak untuk kawin, dan bebarapa hak yang lain. 
 
3) Pidana Kurungan 
Pidana kurungan relatif sama dengan pidana penjara, namun pada 
pidana kurungan batas waktunya minimal satu hari dan maksimal satu 
tahun. Pidana kurungan diancamkan pada tindak pidana yang dianggap 
ringan seperti tindak pidana kealpaan dan pelanggaran. Perbedaan lain 
dengan pidana penjara adalah pelaksanaan pidana kurungan lebih ringan 
daripada pelaksanaan pidana penjara. 
 
4) Pidana Denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua. Pidana ini terdapat 
pada setiap masyarakat termasuk pada masyarakat adat. Pada saat 
sekarang, pidana denda dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan berupa 
pelaggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya 
pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun 
denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan jika denda 
itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana. Hasil 
penagihan denda diperuntukkan bagi kas negara, walaupun peraturan 
pidana itu dibuat oleh pemerintah daerah begitu pula biaya untuk pidana 
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kurungan pengganti ditanggung oleh negara walaupun peraturan pidana 
itu dibuat oleh pemerintah daerah pula.16 
 
5) Pidana Tutupan 
Dalam KUH Pidana terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional 
(BPHN), pada Pasal 10 dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok 
bagian terakhir di bawah pidana denda. Tentulah pencantuman ini 
didasarkan kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana 
Tutupan. Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan 
kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam 
praktek peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.17 
 
6) Pidana Tambahan 
a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu 
Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan 
berarti hak-hak terpidana dapat dicabut semuanya. Pencabutan 
tersebut tidak meliputi pencabutan hak hidup, hak sipil (perdata), 
dan hak ketatanegaraan. Terdapat dua hal tentang pencabutan hak-
hak tertentu, yaitu: pertama, tidak bersifat otomatis, harus 
ditetapkan dengan putusan hakim. Kedua, tidak berlaku seumur 
hidup tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan 
suatu putusan hakim. 
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Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang 
tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut 
diancam oleh pidana tambahan. Lamanya jangka waktu pencabutan 
hak-hak tertentu adalah pada pidana seumur hidup, lamanya 
seumur hidup. Adapun pada pidana penjara dan kurungan lamanya 
minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana 
pokoknya. Dalam pidana denda, lama pencabutan minimal dua 
tahun dan maksimal lima tahun. 
Hak-hak yang dapat dicabut menurut Pasal 35 KUH Pidana, 
yaitu: hak memegang jabatan tertentu; hak memasuki angkatan 
bersenjata; hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; hak menjadi penasihat atau 
pengurus menurut hukum, wali pengawas, pengampu pengawas 
atas orang yang bukan anaknya sendiri; hak untuk menjalankan 
kekuasaan bapak, perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; 
dan hak menjalankan pekerjaan tertentu. 
b. Perampasan Barang Tertentu 
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti 
halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat 
dirampas, yaitu barang yang didapat karena kejahatan dan barang 
yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. 
Perampasan biasa dilakukan dalam hal kejahatan keuangan. Benda 
yang dirampas dieksekusi dengan jalan dilelang di muka umum oleh 
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jaksa, kemudian hasilnya disetor ke kas negara sesuai dengan pos 
hasil dinas kejaksaan. 
c. Pengumuman Putusan Hakim 
Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan umum 
lainnya maka harus ditetapkan bagaimana cara melaksanakan 
perintah atas biaya terpidana. Apabila terpidana tidak membayar 
biaya pengumuman putusan hakim tersebut, maka diganti dengan 
pidana penjara atau kurungan pengganti denda. Pidana tambahan 
berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam 
hal-hal yang ditentukan undang-undang. Dalam praktik jarang sekali 
hakim menjatuhkan pidana tambahan ini.18 
 
3. Teori Tujuan Pemidanaan 
 Di dalam KUH Pidana tidak secara tegas mencantumkan tujuan 
pemidanaan di dalam rumusan pasal-pasalnya. Tujuan pemidanaan yang 
ada hanyalah merupakan wacana yang berkembang dari pemikiran para 
ahli hukum yang kemudian dicoba untuk diimplementasikan di dalam 
praktek. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan di Indonesia kemudian 
diterjemahkan dalam berbagai versi, baik oleh para perumus undang-
undang, maupun para penegak hukum di lapangan. Kondisi tersebut 
tentunya berdampak pada kebijakan pidana yang menjadi tidak jelas 
arahnya. Hal ini tercermin dari pemilihan jenis atau berat sanksi pidana 
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dalam berbagai perundang-undangan yang tidak terpola, atau pada 
disparitas pemidanaan di berbagai putusan yang begitu berat. 
 Teori tentang tujuan pemidanaan memang semakin hari semakin 
menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Berkaitan 
dengan tujuan pemidanaan, ada tiga golongan utama teori untuk 
membenarkan penjatuhan pidana, yaitu teori absolut atau teori 
pembalasan (vergeldings theorien), teori relatif atau teori tujuan (doel 
theorien), dan teori gabungan (vereniging theorien). 
1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien) 
Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang 
telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). 
Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu 
pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar 
pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu 
sendiri.19 Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan 
untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah 
yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana 
secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk 
memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus 
berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan 
tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi 
keharusan. Menurut teori ini, hakikat suatu pidana ialah pembalasan.20 
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Menurut Johanes Andreas tujuan utama (primair) dari pidana 
menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”. 
Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam 
pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya Philosophy of Law sebagai 
berikut: 
… Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana 
untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu 
sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus 
dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan 
suatu kejahatan. Walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat 
untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan 
masyarakatnya), pembunuh terakhir yang masih berada didalam 
penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan 
pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena 
setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, 
dan perasaan balas dendam yang tidak dibolehkan tetap ada pada 
anggota masyarakat, sebab apabila tidak demikian mereka dapat 
dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam 
pembunuhan yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan 
umum.21 
 
 Jadi, pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan 
melainkan mencerminkan keadilan (uitdrukking van de gerechtigheid). 
Salah seorang tokoh penganut teori absolut yang terkenal yaitu Hegel 
berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai 
konsekuensi dari adanya kejahatan. Teori Hegel yang dikenal dengan 
quasi-mathematic, yaitu: 
a. Wrong being (crime) is the negation of right and; 
b. Punishment is the negation of the negation. 
Menurut Nigel Walker teori retributif dibagi dalam beberapa 
golongan, yaitu: 
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a. Teori retributif murni (the pure retributivist), yaitu bahwa pidana 
harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat; 
b. Teori retributif tidak murni, teori ini dibagi pula ke dalam: 
1. Teori retributif terbatas (the limiting retributivist), yaitu pidana 
tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak 
boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan 
terdakwa; 
2. Teori retributif yang distributif (retribution in distribution), yaitu 
pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, 
tetapi juga pidana tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh 
kesalahan. 
Menurut John Kaplan, teori retribution dibedakan menjadi dua teori, 
yaitu: 
a. Teori pembalasan (the revenge theory), yaitu pembalasan 
mengandung arti bahwa utang si penjahat “telah dibayar kembali” 
(the criminal is paid back); 
b. Teori penebusan dosa (the expiration theory), yaitu penebusan 
mengandung arti bahwa si penjahat “telah membayar kembali 
utangnya” (the criminal pays back). 
 
2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien) 
Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan 
absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi 
hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh 
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karena itu. J.Andeanaes berpendapat teori ini dapat disebut teori 
perlidungan masyarakat (the theory of social defence). Menurut Nigel 
Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (the “reductive” 
point of view) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah 
mengurangi frekuensi kejahatan. 
Pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau 
pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, 
tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori 
ini disebut teori tujuan (utilitarian theory). Dasar pembenaran adanya 
pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan 
bukan quia peccatum est (karena yang membuat kejahatan) melainkan ne 
peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan). 
Menurut Karl O.Christiansen, ada perbedaan pokok atau perbedaan 
karakteristik antara teori retributif dan teori utilitarian, yaitu: 
1. Teori retribution: 
a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan; 
b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak 
mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk 
kesejahteraan masyarakat; 
c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya 
pidana; 
d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; 
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e. Pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni 
dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau 
memasyarakatkan kembali si pelanggar. 
2. Teori utilitarian: 
a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention); 
b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana 
untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan 
masyarakat; 
c. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si 
pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi 
syarat untuk adanya pidana; 
d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk 
pencegahan kejahatan; 
e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif); pidana dapat 
mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan 
maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak 
membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan 
kesejahteraan masyarakat. 
 
3) Teori Gabungan (Vereniging Theorien) 
Teori ini dianjurkan pertama kali oleh Pelligro Rossi (1787-1884). 
Teori ini menjabarkan bahwa tetap menganggap pembalasan sebagai 
asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu 
pembalasan yang adil. Namun, teori ini berpendirian bahwa pidana 
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mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak 
dalam masyarakat dan prevensi general.22 
 
C. Pidana Bersyarat 
1. Pengertian Pidana Bersyarat 
 Apa yang disebut pidana bersyarat ataupun yang oleh para praktisi 
di tanah air juga sering disebut hukuman percobaan. Hal ini berasal dari 
perkataan voorwaardelijk veroordeling, yang sebenarnya adalah lebih baik 
apabila perkataan tersebut diterjemahkan sebagai pemidanaan bersyarat. 
Akan tetapi, perkataan pemidanaan bersyarat itu sendiri sebenarnya juga 
kurang tepat, karena dapat memberikan kesan seolah-olah yang 
digantungkan pada syarat itu adalah pemidanaannya atau penjatuhan dari 
pidananya, padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu, 
sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah 
dijatuhkan oleh hakim. Hanya untuk mudahnya saja, perkataan pidana 
bersyarat itu akan digunakan di dalam tulisan ini, dengan pengertian 
perkataan tersebut harus diartikan sebagai suatu pemidanaan yang 
pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat 
tertentu yang ditetapkan di dalam putusannya.23 
Pidana bersyarat adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana 
oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat 
tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak 
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perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak 
dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang 
ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.24 
Jadi, pidana bersyarat ini keputusan penjatuhan hukuman tetap 
ada, akan tetapi hanya pelaksanaan hukuman tidak dilaksanakan atau 
tertunda/ditunda. Kalau dari segi istilah, kiranya jelas bahwa pidana 
bersyarat adalah bukanlah pemidanaan yang bersyarat, melainkan 
pelaksanaan pidana itu digantungkan kepada syarat-syarat tertentu. 
Artinya, kendati suatu pidana telah dijatuhkan oleh hakim kepada 
pelaku/terpidana, namun pidana itu tidak atau belum dijalani sepanjang 
terpidana tidak melanggar syarat-syarat yang diwajibkan padanya ketika 
putusan itu diterimanya, karena pidana bersyarat ini jika dilihat dari segi 
istilah pelaksanaan pidana yang dipersyaratkan.25 
 
2. Pengaturan Pidana Bersyarat di dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUH Pidana) 
Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah pidana bersyarat di 
dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUH Pidana telah ditambahkan ke 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Staatsblad Tahun 
1926 Nomor 251 jo. Nomor 486 dan baru pada tanggal 1 Januari 1927 
dimasukkan dalam KUH Pidana berupa Pasal 14a sampai dengan 14f 
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untuk diberlakukan secara positif di Indonesia sampai sekarang ini.26 
Pidana bersyarat tersebut bukanlah merupakan pidana pokok, 
sebagaimana pidana pokok yang lain, melainkan merupakan cara 
penerapan pidana, sebagaimana pidana yang tidak bersyarat.27 
Adapun Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUH Pidana berbunyi: 
Pasal 14a 
(1) Jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun 
dan bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk 
hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh 
memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali 
kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, 
oleh karena terhukum sebelum lalu tempo percobaan yang akan 
ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh 
dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu 
perjanjian yang istimewa, yang sekiranya diadakan dalam perintah 
itu. 
(2) Kecuali dalam perkara penghasilan  persewaan hak negeri, maka 
kekuasaan itu ada pada hakim juga, apabila dijatuhkan hukuman 
denda, tetapi hanyalah jika ternyata padanya, bahwa pembayaran 
denda itu atau perampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu 
menimbulkan keberatan yang sangat bagi terhukum. Untuk 
melakukan ayat ini maka kejahatan dan pelanggaran tentang candu 
dipandang sebagai kejahatan atau pelanggaran tentang 
penghasilan negeri jika tentang itu telah ditentukan bahwa atas 
hukuman denda tiada berlaku apa yang ditentukan dalam Pasal 30 
ayat kedua. 
(3) Perintah tentang hukuman utama mengenai juga hukuman 
tambahan yang dijatuhkan, jika hakim tidak menentukan yang lain. 
(4) Perintah itu tidak diberikan, melainkan jika hakim dapat 
berkeyakinan, sesudah dilakukan pemeriksaan yang teliti, bahwa 
dapat dilakukan pengawasan yang cukup terhadap orang yang 
dihukum itu dalam hal memenuhi perjanjian umum, bahwa ia tidak 
akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan dalam hal 
memenuhi perjanjian istimewa, jika sekiranya janji itu diadakan juga. 
(5) Keputusan yang memberi perintah yang disebut dalam ayat 
pertama itu, harus mengandung sebab-sebabnya atau hal-ikhwal 
yang menjadi alasan keputusan itu. 
 
Pasal 14b 
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(1) Bagi perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam 
Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka lamanya tempo 
percobaan itu selama-lamanya tiga tahun, bagi perkara 
pelanggaran yang lain setinggi-tingginya dua tahun. 
(2) Tempo percobaan itu mulai, demi keputusan itu sudah tetap, tidak 
dapat diubah lagi dan sudah diberi tahukan kepada si terhukum 
menurut cara yang diperintahkan dalam undang-undang. 
(3) Tempo percobaan itu tidak berlaku selama kemerdekaan si 
terhukum dicabut dengan sah. 
 
Pasal 14c 
(1) Dalam perintah yang tersebut pada Pasal 14a, kecuali dalam hal 
dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian 
umum bahwa si terhukum tidak akan melakukan perbuatan yang 
dapat dihukum, maka hakim boleh mengadakan perjanjian 
istimewa, bahwa si terhukum akan mengganti kerugian yang timbul 
karena perbuatan yang dapat dihukum itu, semuanya atau untuk 
sebahagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan 
ditetapkan, yang kurang lamanya dari pada tempo percobaan itu. 
(2) Kalau ada alasannya, maka dalam perintahnya, hakim boleh 
mewajibkan kepada sebuah balai yang mempunyai hak badan 
hukum (rechtspersoon) dan berkedudukan di Negara Indonesia, 
atau kepada orang yang memegang sebuah balai yang 
berkedudukan disitu, atau kepada seorang amtenar istimewa, 
supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada si terhukum 
tentang menepati perjanjian istimewa itu. 
(3) Perjanjian-perjanjian itu tidak boleh membatasi kemerdekaan 
agama dan kemerdekaan politik. 
 
Pasal 14d 
(1) Pengawasan dalam hal menepati perjanjian itu dipertanggungkan 
pada amtenar yang akan menyuruh menjalankan hukumn itu, jika 
sekiranya di kemudian hari diperintahkan untuk menjalankannya. 
(2) Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman, baik hukuman penjara 
yang lamanya lebih dari tiga bulan, maupun hukuman kurungan 
karena salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 
504, 505, 506, dan 536, maka pada perintah itu, hakim berkuasa 
mengadakan perjanjian istimewa yang lain pula tentang kelakuan si 
terhukum, yang harus dipenuhinya dalam tempo percobaan atau 
dalam sebahagian tempo itu, yang akan ditentukan pada perintah 
itu. 
(3) Peraturan untuk seterusnya mengatur pengawasan dan bantuan 
tadi dan untuk seterusnya menunjukkan balai dan orang yang 





 Baik sesudah menerima usul dari amtenar yang disebut dalam ayat 
pertama Pasal 14d, maupun atas permintaan si terhukum maka 
dalam tempo percobaan itu, hakim yang pertama menjatuhkan 
hukuman boleh mengubah perjanjian istimewa yang ditentukannya 
atau tempo berlaku perjanjian itu diadakannya dalam tempo 
percobaan boleh memerintahkan hal memberi bantuan itu kepada 
orang lain dari pada yang sudah diwajibkan, atau boleh menambah 
lamanya tempo percobaan itu sekali lagi. Tambahan itu tidak boleh 
lebih dari pada seperdua tempo yang terlama yang dapat ditentukan 
untuk tempo percobaan. 
 
Pasal 14f 
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal di atas, maka yang 
pertama menjatuhkan hukuman, telah menerima usul dari amtenar 
yang tersebut dalam ayat pertama dari Pasal 14d, boleh 
memerintahkan supaya keputusannya dijalankan, atau boleh 
menetapkan, bahwa pada si terhukum akan diberikan peringatan 
atas nama hakim tadi, yaitu jika si terhukum dalam tempo 
percobaan telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum 
dan keputusan perkara itu tidak dapat diubah lagi, atau jika salah 
satu perjanjian tidak dipenuhi, ataupun jika si terhukum sebelum 
tempo percobaan itu berakhir disebabkan suatu perbuatan yang 
dapat dihukum yang dilakukannya sebelumnya tempo percobaan itu 
dijalankan telah dihukum dengan tidak dapat diubah lagi. Dalam hal 
memberi peringatan maka hakim menetapkan juga dengan cara 
bagaimana peringatan itu harus diberikan. 
(2) Perintah untuk menjalankan hukuman tidak dapat diberikan lagi, jika 
tempo percobaan sudah habis, kecuali kalau si terhukum sebelum 
habis tempo percobaan, dituntut karena melakukan perbuatan yang 
dapat dihukum selama tempo percobaan dan tuntutan itu berakhir, 
dengan keputusan hukuman yang tak dapat diubah lagi. Pada masa 
itu dalam hal yang demikian maka dalam tempo 2 bulan sejak 
keputusan tadi dapat diubah lagi, bolehlah hakim memberi perintah 
menjalankan keputusan hukuman yang dipertangguhkan tadi. 
 
Di dalam Pasal 14a KUH Pidana dinyatakan bahwa pidana 
bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut: 
a. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya 
tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat 
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dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat 
hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang 
menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana 
yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si 
terdakwa. 
b. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana 
kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan 
pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan 
pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu 
tahun. 
c. Dalam hal menyangkut pidana denda (akan tetapi tidak termasuk 
pidana denda dalam perkara-perkara pemasukan uang negara, 
pengembalian uang negara), maka pidana bersyarat dapat 
dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa 
pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si 
terdakwa. 
Selanjutnya, di dalam Pasal 14b KUH Pidana ditentukan masa 
percobaan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang 
tersebut dalam pasal-pasal 492, 504, 506, dan 536 KUH Pidana dan bagi 
pelanggaran lainnya dua tahun. Di dalam Pasal 14c KUH Pidana 
ditentukan bahwa di samping syarat umum bahwa terpidana tidak akan 
melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus 
bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari pada masa 
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percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang 
ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu, dapat pula 
ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang 
harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa 
percobaan. Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi 
kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana.28 
Secara hukum bahwa perintah pelaksanaan kemerdekaan 
beragama atau kemerdekaan politik tersebut karena hal ini disamping 
bertentangan dengan hak-hak asasi manusia juga secara hukum tidak 
bersifat mendidik/memperbaiki, padahal pertimbangan dijatuhkannya 
pidana bersyarat adalah terpidana diusahakan bersifat mendidik yakni 
diusahakan supaya terpidana menyadari perbuatan delik tersebut. Selama 
kurun waktu masa pelaksanaan hukum percobaan/perjanjian tersebut tidak 
terjadi hal-hal pelanggaran pelanggaran hukum atau selama itu terpidana 
memperbaiki dirinya.29 
Bilamana syarat umum atau khusus tersebut tidak dipenuhi, maka 
berdasar Pasal 14f ayat (1) hakim atas usul pejabat yang berwenang 
menyuruh menjalankan putusan dapat memerintahkan supaya pidananya 
dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan 
peringatan pada terpidana.30 Pelanggaran terhadap pidana bersyarat ini, 
maka berarti hukuman yang telah dijatuhkan tersebut harus dilaksanakan, 
karena terpidananya ternyata: 
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a. Sebelum habis masa percobaan, telah melanggar syarat umum 
yaitu melakukan suatu tindak pidana, atau 
b. Dalam masa percobaan tersebut telah melanggar syarat khusus 
(jika diadakan/telah dinyatakan dalam putusan); atau 
c. Dalam masa yang lebih pendek dari percobaan tersebut, tidak 
melaksanakan syarat yang lebih khusus (syarat khusus) seperti 
kewajiban mengganti kerugian, dll. sesuai pasal 14c KUH Pidana. 
Bahwa pelanggaran syarat umum tersebut adalah mutlak selalu 
dijumpai dalam pidana bersyarat yakni seperti tadi point (a), tapi pada 
point (b) dan (c) bersifat fakultatif, artinya tergantung kepada hakim yang 
memutuskan perkara ini apakah mau dibebankan syarat khusus ataukah 
tidak dalam setiap putusan pidana bersyarat.31 Pada Pasal 14d KUH 
Pidana, mengatur tentang pejabat yang diserahi tugas untuk mengawasi 
supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh 
menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan 
putusan. Kemudian di dalam Pasal 14d ayat (2) ditentukan bahwa untuk 
memberikan pertolongan atau membantu terpidana dalam memenuhi 
syarat-syarat khusus, hakim dapat mewajibkan kepada lembaga yang 
berbentuk badan hukum, atau pemimpin suatu rumah penampung atau 
pejabat tertentu. 
Pertumbuhan lembaga pidana bersyarat di Indonesia ini tidak dapat 
dilepaskan dari pertumbuhan lembaga-lembaga semacam yang 
mendahuluinya di Amerika Serikat dan negara-negara bagian yang lain, di 
                                                           
31
 Amir Ilyas (dkk), Op.cit., Hlm. 196-197. 
30 
Inggris serta di Eropa Barat, yakni di Perancis, Belgia. Peraturan hukum 
yang pertama tentang probation di Massachusetts pada tahun 1878, yang 
memungkinkan dilakukannya penundaan dijatuhkannya pidana dengan 
menempatkan si pelaku tindak pidana di dalam probation, secara bertahap 
diterima oleh negara-negara bagian yang lain. Selanjutnya, perkembangan 
ini juga diikuti oleh Inggris. Di Eropa daratan, setelah melalui perbedaan-
perbedaan pandangan yang cukup tajam di antara para sarjana, telah 
diterima bentuk penundaan pidana bersyarat, yakni di Perancis pada tahun 
1891 dan di Belgia pada tahun 1888. Lembaga ini lebih merupakan 
penundaan pelaksanaan pidana daripada merupakan penundaan 
penjatuhan pidana, seperti sistem probation. Perbedaan lain dengan 
sistem probation adalah bahwa lembaga penundaan pidana bersyarat ini 
sama sekali tidak mensyaratkan adanya pengawasan atau bantuan 
kepada terpidana, sebagaimana sistem probation. 
Sehubungan dengan gambaran tersebut di atas, maka pada sistem 
probation sebagaimana yang dianut di Amerika dan Inggris, pada fase 
pertama pelaku tindak pidana hanya dinyatakan bersalah dan ditetapkan 
suatu masa percobaan. Bilamana ternyata dalam masa percobaan yang 
bersangkutan tidak berhasil memperbaiki kelakuannya, maka pada fase 
kedua ia dipidana. Sebaliknya bilamana yang bersangkutan selama masa 
percobaan dapat berhasil memperbaiki kelakuannya, maka fase kedua 
tidak usah dijalani. Sistem ini memberikan kesempatan kepada pelaku 
tindak pidana untuk memperbaiki kelakuannya di masyarakat. Untuk itu 
31 
selama masa percobaan ia dibantu dan diawasi oleh probation officers 
yang terdiri dari pekerja-pekerja sosial yang terlatih di dalam tugasnya. 
Adapun yang berlaku di Perancis dan Belgia menunjukkan perkembangan 
yang berbeda. Di sini apa yang dinamakan penundaan pelaksanaan 
pidana dilaksanakan sebagai berikut. 
Pada fase pertama pelaku tindak pidana dipidana, tetapi 
pelaksanaan pidananya ditunda dan untuk itu ditentukan suatu masa 
percobaan. Bilamana dalam masa percobaan ternyata terpidana 
melakukan pelangggaran hukum lagi, maka pidana yang telah ditetapkan 
harus dilaksanakan. Pada sistem yang berlaku di Perancis dan Belgia ini, 
selama masa percobaan si terpidana tidak dibantu oleh pekerja-pekerja 
sosial dalam usahanya untuk menjadi baik. 
Negeri Belanda sendiri tidak terlepas dari pengaruh perkembangan 
ini. Pada tahun 1915, pada strafwetboek Belanda dimasukkan suatu 
lembaga yang dikenal sebagai voorwaardelijke veroordeling (pidana 
bersyarat) berdasarkan S. 1915-247. Sistem yang dipergunakan dalam hal 
ini pada hakekatnya merupakan semacam kombinasi antara sistem 
Inggris-Amerika dan sistem Perancis-Belgia. Pengaruh sistem Perancis-
Belgia dalam hal ini tampak dari bentuknya sebagai pidana yang 
dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan pengaruh Amerika-
Inggris terlihat dalam satu masa percobaan terpidana dapat dibantu oleh 
pejabat pemerintah dalam usahanya menjadi orang baik.32 
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Kemudian di Indonesia pada tahun 1926 untuk pertama kalinya 
ditetapkan pidana bersyarat yang dituangkan dalam Stb 1926/251 Jo. 486 
dan baru pada tanggal 1 Januari 1927 dimasukkan dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana berupa pasal 14a sampai dengan 14f KUH Pidana 
untuk diberlakukan secara positif sampai sekarang ini.33 Sampai saat ini, 
untuk ketentuan pokok pidana bersyarat di Indonesia belum diadakan 
ketentuan-ketentuan yang baru. Jadi masih tetap digunakan Pasal 14a 
sampai dengan 14f KUH Pidana. Hanya saja untuk pelaksanaannya, Stb. 
1926 Nomor 487 telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.34 
 
D. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan 
dalam bahasa Indonesia untuk istilah Belanda strafbaar feit atau delict 
yang berasal dari bahasa Latin delictum. Untuk terjemahan itu, dalam 
bahasa Indonesia, disamping istilah tindak pidana, juga telah dipakai dan 
beredar beberapa istilah lain baik dalam buku-buku ataupun dalam 
peraturan tertulis, antara lain: perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan 
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yang boleh dihukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan 
pidana.35 
Perumusan atau definisi tentang strafbaar feit telah banyak 
diciptakan oleh para sarjana hukum pidana. Tentu diantara yang banyak 
itu, satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan, di samping adanya 
persamaan. Beberapa pengertian strafbaar feit menurut para ahli, yaitu: 
Simons dalam rumusannya strafbaar feit itu adalah “Tindakan 
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 
dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan 
yang dapat dihukum.” Alasan dari Simons mengapa strafbaar feit harus 
dirumuskan seperti diatas karena: 
a. Untuk adanya suatu strafbaar feit disyaratkan bahwa disitu terdapat 
suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan 
undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau 
kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 
dihukum; 
b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan itu harus 
memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan 
undang-undang; 
c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran tehadap suatu larangan 
atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya 
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merupakan tindakan melawan hukum atau suatu onrechtmatige 
handeling.36 
E. Utrecht menerjemahkan strafbaar feit dengan istilah peristiwa 
pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu 
perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-
negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan 
atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum 
(rechtsfeit), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang 
diatur oleh hukum.37 Menurut Pompe, strafbaar feit secara teoritis dapat 
dirumuskan sebagai suatu “pelanggaran norma atau gangguan terhadap 
tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah 
penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 
umum.”38 
Sedangkan Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang 
merumuskan bahwa: 
Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang 
mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 
melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan 
pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana 
asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada 
perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh 
kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang 
yang menimbulkan kejahatan).39 
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Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau memakai istilah peristiwa 
pidana yang mengatakan bahwa “secara substantif, pengertian peristiwa 
pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik 
oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.”40 Pengertian strafbaar 
feit menurut Vos adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana 
oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada 
umumnya dilarang dengan ancaman pidana.”41 
Didalam menjatuhkan sesuatu hukuman itu tidaklah cukup apabila 
hanya terdapat suatu strafbaar feit saja melainkan harus juga ada suatu 
strafbaar person yaitu, seseorang yang dapat dihukum, dimana orang 
tersebut tidak dapat dihukum apabila strafbaar feit yang telah ia lakukan itu 
tidak bersifat wederechtelijk (bersifat melanggar hukum) dan telah ia 
lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.42 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana, 
yaitu: 
1) Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik 
Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang 
dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu 
hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut act, 
yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap 
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seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut omission, yang oleh 
sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif.43 
Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik  yaitu mencocoki unsur-
unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan 
maupun pertanggungjawaban pidananya. 
 
2) Sifat Melawan Hukum 
Dalam dogmatik hukum pidana, istilah sifat melawan hukum tidak 
selalu berarti sama. Ada empat makna yang berbeda-beda, tetapi yang 
masing-masing dinamakan sama, yaitu sifat melawan hukum. Harus  
selalu ditanyakan dalam hubungan apa istilah itu dipakai untuk mengetahui 
artinya. 
Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, 
yaitu: 
a. Sifat Melawan Hukum Umum 
Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang 
tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. 
Perbuatan pidana adalah kelakukan manusia yang termasuk 
dalam rumusan delik, bersifat melawan huku, dan dapat dicela. 
b. Sifat Melawan Hukum Khusus 
Ada kalanya kata bersifat melawan hukum tercantum secara 
tertulis dalam rumusan delik. Jadi, sifat  melawan hukum yang 
menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat 
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melawan hukum khusus juga dinamakan sifat melawan hukum 
facet. 
c. Sifat Melawan Hukum Formal 
Istilah ini berarti, semua bagian yang tertulis dari rumusan delik  
telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana). 
d. Sifat Melawan Hukum Materiil 
Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau 
membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi 
oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.44 
Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan 
hukum (wederrechttelijk). Menurut Simons, melawan hukum diartikan 
sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak 
orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata 
atau hukum administrasi negara.45 
 
3) Tidak Ada Alasan Pembenar 
Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya  
perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik 
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan kata lain alasan 
pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan.46 Hal-hal yang 
dapat menjadi alasan pembenar, antara lain: 
a. Daya Paksa Absolut 
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Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUH Pidana yang 
menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena 
terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak 
boleh dihukum. Berdasarkan doktrin hukum pidana, daya paksa 
dibedakan menjadi dua, yaitu daya paksa absolut (vis absoluta) dan 
daya paksa relatif (vis compulsiva). Apabila dilihat dari segi asalnya 
tekanan dan paksaan itu, maka bentuk daya paksa disebabkan oleh 
perbuatan manusia dan bukan perbuatan manusia.Akan tetapi, jika 
dilihat dari sifat tekanan dan paksaan, maka daya paksa 
disebabkan oleh tekanan yang bersifat fisik dan psikis.47 
b. Pembelaan Terpaksa  
Perihal pembelaan terpaksa (noodweer) dirumuskan dalam 
Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana sebagai berikut:  
Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa 
dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang 
lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri 
atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang 
melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu 
juga, tidak boleh dihukum. 
 
Dari rumusan Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana tersebut 
ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk 
membela diri dapat dibenarkan. Menurut pasal ini, untuk pembelaan 
terpaksa diisyaratkan: 
a) Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, 
kehormatan kesusilaan atau harta benda; 
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b) Serangan itu bersifat melawan hukum; 
c) Pembelaan merupakan keharusan; 
d) Cara pembelaan adalah patut (syarat ini tidak disebut dalam 
pasal 49 ayat (1) KUH Pidana).48 
Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau 
ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan 
(proporsionaliteit). Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas 
(subsidiariteit), artinya untuk mempertahankan kepentingan 
hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya 
yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.49 
c. Menjalankan Ketentuan Undang-undang 
Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan 
undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUH Pidana yaitu 
“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
ketentuan undang-undang tidak dipidana.” Menurut Pompe, 
ketentuan undang-undang meliputi peraturan (verordening) 
dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu menurut 
undang-undang. Jadi, meliputi ketentuan yang berasal langsung 
dari pembuat undang-undang, dari penguasa yang mempunyai 
wewenang (bukan kewajiban) untuk membuat peraturan yang 
berdasar undang- undang.50 
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d. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah 
Pasal 51 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi “Barangsiapa 
melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang 
diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.” Pada 
perintah jabatan ada hubungan publik antara orang yang memberi 
perintah dan orang yang diberi perintah. Hoge Raad memutuskan 
bahwa perintah yang diberikan oleh pengairan negara kepada 
pemborong tergolong dalam sifat hukum perdata dan bukan 
perintah jabatan (HR 27 November 1933 W. 12698, N.J. 1934, 
266).51  
Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu 
berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan 
kepada suatu peraturan. Di samping itu, antara orang yang 
diperintah dengan yang memberi perintah harus ada hubungan 
jabatan dan subordinasi.52 
 
3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang 
terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan 
pidana yang terjadi atau tidak.53 
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1) Mampu Bertanggungjawab 
Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang 
(diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas 
tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan 
hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau 
rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. Dikatakan 
seseorang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar), bilamana 
pada umumnya: 
1. Keadaan jiwanya: 
a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau 
sementara (temporair); 
b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan 
sebagainya) dan; 
c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang 
meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, 
melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, 
nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia 
dalam keadaan sadar. 
2. Kemampuan jiwanya: 
a. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya; 
b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, 
apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan 




Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau 
akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu 
bertanggungjawab.54 Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana 
bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari: 
a. Kesengajaan (Opzet) 
Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, 
yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan 
diadaka larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. 
Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:55 
1. Sengaja sebagai niat (oogmerk). 
Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah 
terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari 
pelaku.Pelaku benar menghendaki mencapai akibat yang 
menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum 
pidana. 
2. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan 
(zekerheidsbewustzijn). 
Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan 
merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan 
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syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku 
tercapai. 
3. Sengaja sadar akan kemungkinan (dolus eventualis, 
mogelijkeheidsbewustzijn). 
Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan 
terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, 
melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul 
sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai. 
b. Kealpaan (Culpa) 
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang 
timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang 
telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi 
dikarenakan perilaku orang itu sendiri.Kelalaian menurut hukum 
pidana terbagi menjadi dua macam yaitu: 
1. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan 
melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu 
peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang 
timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan 
Pasal 205 KUH Pidana; 
2. Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana kalau 
akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat 
yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau 
44 
matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 
360, 361 KUH Pidana. 
Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, 
skema kelalaian atau culpa yaitu:56 
1. Culpa lata yang disadari (alpa) 
Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain 
sembrono (roekeloos), lalai (onachttzaam), tidak acuh. 
2. Culpa lata yang tidak disadari (lalai) 
Unconscius: kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara 
lain kurang berpikir, lengah, dimana seseorang seyogianya 
harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian. 
 
3) Tidak Ada Alasan Pemaaf 
Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki 
nilai melawan hukum tetapi karena alasan tertentu maka pelakunya 
dimaafkan. Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan 
pemaaf yang terdapat dalam KUH Pidana, yaitu: 
1. Daya paksa relative (overmacht); 
Overmacht merupakan daya paksa relative (vis compulsive) 
seperti keadaan darurat. Dalam Memorie van Toelichting 
(MvT) daya paksa dilukisakn sebagai kekuatan, setiap daya 
paksa orang berada dalam dwangpositie (posisi terjepit). 
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2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer 
exces); 
Pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam 
Pasal 49 ayat (2) KUH Pidana. Ciri dari Pembelaan terpaksa 
yang melampaui batas (noodweer exces) adalah:57 
a) Pada pembelaan terpaksa melampaui batas 
(noodweer exces), pembuat melampaui batas karena 
keguncangan jiwa yang hebat; 
b) Perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap 
melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana 
karena keguncangan jiwa yang hebat; 
c) Lebih lanjut, maka pembelaan terpaksa yang 
melampaui batas menjadi dasar pemaaf. Sedangkan 
pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan dasar 
pembenar karena melawan hukumnya tidak ada. 
3. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa 
mengira perintah itu sah. 
Menurut Vos, mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUH 
Pidana, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak 
berwenang untuk lolos dari pemidanaan harus memenuhi 
dua syarat: 
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a) Syarat subjektif yaitu pembuat harus dengan 
itikadbaik  memandang bahwa perintah itu datang 
dari yang berwenang; 
b) Syarat objektif yaitu pelaksanaan perintah harus 
terletak dalam ruang lingkup pembuat sebagai 
bawahan. 
 
E. Tindak Pidana Korupsi 
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa Latin 
corruptio atau corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu 
berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua. 
Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, 
yaitu corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu 
corruptive (korruptie). Kita dapat memeberanikan diri bahwa dari bahasa 
Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.58 
Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, 
kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan 
dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah, 
seperti dapat dibaca dalam The Lexicon Webster Dictionary: 
corruption {L. corruption (n-)} The act of corruption or the state of 
being corrupt; futrefactive decomposition, pitrid matter; moral 
perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest 
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proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement 
as of a language; a debased from of a word (The Lexicon 1978).59 
 
Selanjutnya, Gurnar Myrdal mengemukakan bahwa “korupsi 
tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan 
dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha 
tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan 
lainnya seperti penyogokan”.60 Definisi tentang korupsi dapat dipandang 
dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan 
sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste, korupsi didefinisikan 4 
(empat) jenis, yaitu: 
1) Discretionery corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena 
adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun 
nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat 
diterima oleh para anggota organisasi. 
2) Illegal corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud 
mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan 
regulasi tertentu. 
3) Mercenery corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang 
dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui 
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. 
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4) Ideological corruption, ialah jenis korupsi illegal maupun 
discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.61 
Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, 
yang dimaksud curruptie adalah korupsi; “perbuatan curang, tindak pidana 
yang merugikan keuangan negara.”62 Baharuddin Lopa mengutip pendapat 
dari David M.Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai 
bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan 
dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang 
kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari defenisi yang 
dikemukakan antara lain berbunyi, manipulasi dan keputusan mengenai 
keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan 
perbuatan korupsi. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa istilah ini sering juga 
digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut 
bidang perekonomian umum. 
Dikatakan pula, pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian 
hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak 
keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang 
merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa 
pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi. Ia 
menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan political 
corruption (korupsi politik) adalah korupsi pada penelitian umum, termasuk 
memperoleh suara dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, 
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paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. 
Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, 
keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan.63 
Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan 
kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta. “Korupsi ialah 
perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, 
dan sebagainya”.64 
Adapun ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam 
bukunya Sosiologi Korupsi sebagai berikut: 
1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak 
sama dengan kasus pencurian atau penipuan. 
2) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia kecuali korupsi 
telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa 
dan mereka yang berada didalam lingkungannya tidak tergoda 
untuk menyembunyikan perbuatannya. Walaupun demikian motif 
korupsi tetap dijaga kerahasiaannya. 
3) Korupsi melibatkan element kewajiban dan keuntungan timbal balik. 
Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang. 
4) Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha 
untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik 
pembenaran hukum. 
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5) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas 
dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. 
6) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya 
dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat). 
7) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.65 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi 
Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi adalah sebagai berikut: 
Pasal 2 
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 
dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 
 
Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal ini, yaitu: 
a. Melawan hukum; 
b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 
c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. 
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Pada ayat (2) ditambah unsur dilakukan dalam keadaan tertentu. 
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat 
dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. 
Pasal 3 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
 
Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalan pasal ini, yaitu: 
a. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi; 
b. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, 
karena jabatan atau kedudukan; 
c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara.66 
 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi 
Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah 
dijelaskan dalam 13 (tiga belas) buah pasal dalam Undang-undang Nomor 
31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan 
pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk atau 
jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara 
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terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena 
korupsi. Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut 
pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 
1) Kerugian Keuangan Negara 
Korupsi yang terkait dengan keuangan negara, yaitu secara 
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara; dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. Dari sejumlah pasal yang mengatur tindak pidana korupsi, hanya 
dua pasal yang mengatur tindak pidana korupsi (tipikor) yang merugikan 
keuangan negara, yaitu Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 
1999 dan perubahannya. Walaupun hanya dua pasal, pasal ini termasuk 
yang paling banyak digunakan untuk memidana koruptor yang secara 
keseluruhan telah menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. 
Ada beberapa pasal yang tidak mengaitkan korupsi dengan keuangan 
negara, misalnya pasal tentang penyuapan.  
 
2) Suap Menyuap  
Korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yaitu menyuap 
pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena 
jabatannya, pegawai negeri menerima suap, pegawai negeri menerima 
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hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, menyuap hakim, menyuap 
advokat, hakim dan advokat menerima suap, hakim menerima suap, 
advokat menerima suap. Terkait suap-menyuap ini diatur dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 
12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 
ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
3) Penggelapan dalam Jabatan  
Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan yaitu Pegawai 
Negeri yang menggelapkan uang atau yang membiarkan penggelapan, 
Pegawai Negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, 
Pegawai Negeri merusakkan bukti, Pegawai Negeri yang membiarkan 
orang lain merusakkan bukti, Pegawai Negeri yang membantu orang lain 
merusakkan bukti. Hal ini diatur pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, 
Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 
1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
 
4) Pemerasan  
Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, yaitu Pegawai 
Negeri memeras dan Pegawai Negeri memeras Pegawai Negeri yang lain. 
Hal ini tercantum pada Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12 
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huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
  
5) Perbuatan Curang  
Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, yaitu pemborong 
berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, rekanan 
TNI/POLRI berbuat curang, pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan 
perbuatan curang, penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan 
curang, Pegawai Negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan 
orang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) 
huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), 
dan Pasal 12 huruf h Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
 
6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan 
Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam 
pengadaan, yaitu Pegawai Negeri turut serta dalam pengadaan yang 
diurusnya. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
7) Gratifikasi 
Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, yaitu Pegawai Negeri 
menerima gratifikasi dan tidak melapor ke Komisi Pemberantasan Tindak 
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Pidana Korupsi (KPK). Hal ini diatur dalam Pasal 12B jo. Pasal 12C 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Selain jenis-jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di 
atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana 
korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23, dan 24 
Bab III Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana 
korupsi terdiri atas: 
1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21). 
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak 
benar (Pasal 22 jo. Pasal 28). 
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 
22 jo. Pasal 29). 
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi 
keterangan palsu (Pasal 22 jo. Pasal 35). 
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan 
keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo. Pasal 36). 
6. Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 jo. Pasal 31).67 
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A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Klas IA 
Palu, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, dan Perpustakaan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis memilih lokasi penelitian 
tersebut dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan 
masalah yang diteliti. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang akan digunakan yaitu: 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara secara 
langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam putusan yang 
penulis teliti. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan 
objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, maupun sumber 
lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
1. Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai buku 
kepustakaan, karya ilmiah, dan artikel-artikel yang ada 
hubungannya dengan objek penelitian. 
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2. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Teknik wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan 
wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk 
tanya jawab terhadap nara sumber atau penegak hukum khususnya 
hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palu dan ahli hukum pidana yang 
dianggap dapat memberikan keterangan dan informasi yang 
diperlukan dalam pembahasan objek penelitian. 
2. Teknik kepustakaan yaitu dilakukan untuk memperoleh data dari 
sumber sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen hukum 
berupa buku, perundang-undangan, kamus hukum, pemberitaan 
media massa, dan internet yang terkait dengan masalah penelitian. 
 
D. Analisis Data 
 Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan 
kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan 
pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis 
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data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan 
gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara 
kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana 
Bersyarat terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi 
 Sebelum penulis mengkaji lebih jauh mengenai pertimbangan 
hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap 
pelaku tindak pidana korupsi, terlebih dahulu akan dikemukakan uraian 
duduk perkara putusan nomor: 24/Pid.Sus/2012/PN.PL, sebagai berikut: 
 
1. Posisi Kasus 
Drs. Mashury Lahay sejak tahun 2006 diangkat sebagai Direktur 
Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-una berdasarkan 
Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor: 188.45/134/EKBANG tanggal 22 
Oktober 2006. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tojo 
Una-una Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah 
Pasal 9 terdakwa selaku direksi mempunyai tugas dan wewenang antara 
lain: memimpin dan mengendalikan perusahaan, mengurus dan mengelola 
kekayaan perusahaan dan menyelenggarakan administrasi umum dan 
keuangan. 
Mulai tahun 2006, Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-una 
mendapatkan dana penyertaan modal dari Kabupaten Tojo Una-una 
sebesar Rp 171.235.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga 
puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk persediaan perlengkapan 
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kantor, biaya sewa rumah/kantor, mobiler kantor, komputer, biaya 
operasional, dan untuk pada tahun 2008 mendapat dana penyertaan 
modal dari Kabupaten Tojo Una-una Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta 
rupiah) yang dipergunakan untuk usaha distributor bahan seng dan 
tripleks, penyediaan kebutuhan foto copy, ATK dan percetakan, serta 
pengelolaan batang kelapa dan operasional. Pada tahun 2008 tersangka 
selaku Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-una 
telah melakukan pembelian seng tanpa dilakukan proses tender atau 
meminta tolong kepada rekanan yaitu saksi Heynce Wongkar yang 
beralamat Jl. Moh. Hatta Nomor 07 Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai 
sebesar Rp 102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 
pembayaran 3.000 lembar seng, yang uangnya oleh bendahara 
Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-una atas perintah terdakwa agar 
ditransfer ke rekening adik ipar saksi Heynce Wongkar yang bernama 
Norma. Selanjutnya dikarenakan jalan putus di daerah Balingara sehingga 
tidak dapat mengirim atas pembelian seng yang dilakukan oleh tersangka 
tersebut, dan selanjutnya terdakwa Drs. Mashury Lahay meminta untuk 
mengembalikan dana pembelian seng tersebut. 
Terkait pengembalian uang Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo 
Una-una yang seharusnya untuk pembelian seng tersebut agar 
dikembalikan kepada Drs. Mashury Lahay ke rekening pribadinya dan 
akhirnya saksi Heynce Wongkar mengembalikan uang dengan cara 
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mentransfer ke rekening pribadi terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan 
nomor rekening 0566-01008412500 BRI Cabang Ampana yaitu: 
- Pada tanggal 3 September 2008 sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan 
juta rupiah). 
- Pada tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta 
rupiah). 
- Pada tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua 
puluh juta rupiah). 
- Pada tanggal 12 November 2008 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua 
puluh juta rupiah). 
Sehingga seluruhnya yang masuk ke rekening pribadi terdakwa sebesar 
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
Atas petunjuk dari Direktur Keuangan Perusahaan Daerah 
Kabupaten Tojo Una-una, Moh. Idris Hi. Ambotuo,SE tersebut setelah itu 
saksi Heynce Wongkar langsung mentransfer sisa uang sebesar Rp 
52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) ke rekening Perusahaan 
Daerah Kabupaten Tojo Una-una di bank BPD Ampana sehingga 
semuanya uang telah disetor saksi Heynce Wongkar setorkan ke rekening 
terdakwa dan rekening Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-una. 
Selain perbuatan terdakwa telah menerima pengembalian uang seng 
sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, berdasarkan 
keterangan saksi In Fitryana Tampoma selaku bendahara Perusahaan 
Daerah Kabupaten Tojo Una-una terdakwa juga telah melakukan kas bon 
62 
pada sekitar bulan Juni 2008 dari bendahara dengan alasan untuk 
kepentingan pribadi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 
Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Heynce 
Wongkar, saksi Moh. Idris Hi. Ambotuo,SE, saksi In Fitryana Tampoma 
selaku bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-una serta 
barang bukti, terdakwa telah menikmati uang Perusahaan Daerah 
Kabupaten Tojo Una-una sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta 
rupiah). 
Berdasarkan keterangan saksi In Fitrayana Tampoma dan Saeful 
Taher serta berdasarkan berita acara penyitaan pada hari Senin tanggal 
03 April 2012 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Ampana dan berita 
acara pengembalian uang ke pihak Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo 
Una-una, pada hari Rabu tanggal 04 April 2012, terdakwa Drs. Mashury 
Lahay telah mengembalikan uang negara milik Perusahaan Daerah 
Kabupaten Tojo Una-una secara 2 (dua) tahap, yang pertama terdakwa 
langsung mengembalikan kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo 
Una-una sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 
mengembalikan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
sehingga menurut saksi In Fitriyana Tampoma selaku bendahara 
Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-una mengatakan bahwa masih 
tersisa tunggakan uang milik Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-




2. Dakwaan Penuntut Umum 
Surat dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 
kasus tersebut adalah surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas, 
pada asasnya penyusunan surat dakwaan dengan subsidaritas adalah 
disebabkan karena unsur pokok dari dakwaan primair dan subsidair adalah 
sama akan tetapi dakwaan primair mempunyai unsur khusus dari unsur 
pokok tersebut, sehingga pada umumnya dakwaan primer yang memiliki 
unsur khusus tersebut memiliki ancaman hukuman yang lebih tinggi. 
Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan 
surat dakwaan nomor register perkara: PDS-01/Ampana/04/2012, 
tertanggal 25 April 2012 adalah sebagai berikut: 
Primair: 
 Bahwa  terdakwa  Drs. Mashury Lahay, pada hari dan 
tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juni  sampai 
dengan bulan Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-
waktu pada tahun 2008 bertempat  di  Kantor Perusahaan Daerah 
Kabupaten Tojo Una-una  (P.D. Kab. Tojo Una-una/Perusda), Jl. 
Sungai Ampana No. 21 Kelurahan Uentanaga Atas, Kabupaten Tojo 
Una-una atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang 
berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 
3 angka 8 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011, 
yang masih termasuk dalam daerah  hukum Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, secara melawan 
hukum yaitu perbuatan terdakwa  bertentangan dengan asas umum 
pemerintahan negara yang baik dan bertentangan dengan prinsip-
prinsip pengelolaan keuangan negara, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 jo. Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Daerah 
Kabupaten Tojo Una-una Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian 
Perusahaan Daerah jo. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo 
Una-una pada Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-una,  yaitu 
terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten 
64 
Tojo Una-una secara tanpa hak memasukan uang P.D. Kab. Tojo 
Una-una ke dalam rekening pribadi terdakwa terkait pembelian seng 
yang tidak jadi oleh pihak Perusda sebesar Rp 50.000.000,00 serta 
terdakwa melakukan kasbon berupa uang dari bendahara Perusda 
sebesar Rp 15.000.000,00 kemudian uang tersebut digunakan 
secara pribadi untuk kepentingan terdakwa, memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri 
terdakwa sebesar Rp 65.000.000,00 yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan 
keuangan negara c.q P.D. Kab. Tojo Una-una sebesar Rp 
65.000.000,00 atau sekitar jumlah tersebut. Pengembalian 
keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan 
dipidananya pelaku tindak pidana, perbuatan mana dilakukan 
terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: 
 Bahwa pada tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-
una telah mendirikan Perusahaan Daerah berdasarkan  Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan 
Daerah atau disingkat dengan P.D. Kabupaten Tojo Una-una, 
sedangkan yang menjabat sebagai Direktur Utama adalah terdakwa 
berdasarkan Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor 
188.45/134/EKBANG tertanggal 22 Oktober 2006 tentang 
Pengangkatan Drs. Mashury Lahay. 
 Bahwa pada tanggal 28 Desember 2006, sebagai modal 
awal dari  P.D. Kabupaten Tojo Una-una, Pemerintah Kabupaten 
Tojo Una-una memberikan dana penyertaan modal yang bersumber 
dari APBD tahun 2006 sebesar Rp 171.235.000,00 (seratus tujuh 
puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana 
tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Modal Penyertaan dari 
Pemda Kab. Tojo Una-una ke Perusda Kab. Tojo Una-una  
tertanggal 28 Desember 2006. 
 Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2008, Pemerintah 
Kabupaten Tojo Una-una kembali memberikan dana penyertaan 
modal yang bersumber dari APBD tahun 2008 sesuai Perda Nomor: 
8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Tojo 
Una-una pada Perusahaan Daerah, sebagaimana tertuang dalam  
Berita Acara Serah Terima Modal Penyertaan dari Pemda Kab. Tojo 
Una-una ke Perusda Kab. Tojo Una-una tertanggal sebesar Rp 
700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). 
 Bahwa untuk dana penyertaan modal dari Pemerintah 
Kabupaten Tojo Una-una baik  yang bersumber dari APBD tahun 
2006 dan tahun 2008 tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Tojo 
Una-una melalui bendahara pengeluaran telah mentransfer ke 
rekening giro  P.D. Kabupaten Tojo Una-una yang ada di PT. Bank 
Pembangunan Daerah Sulteng Cabang Pembantu Ampana dengan 
Nomor Rekening: 301 01.04.40075-9, dengan maksud  agar modal 
tersebut dikelola oleh terdakwa selaku Direktur Utama dalam 
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rangka pengembangan usaha P.D. Kab. Tojo Una-una dengan 
berpedoman pada Perda Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pendirian 
Perusahaan Daerah dan Perda Nomor: 2 Tahun 2008 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Tojo Una-una pada 
Perusahaan Daerah serta ketentuan yang berlaku. 
 Bahwa pada tahun 2008, sebagai upaya pengembangan 
usaha dari P.D. Kab. Tojo Una-una, terdakwa selaku Direktur 
Utama bermaksud untuk melakukan pembelian bahan bangunan 
yang berupa seng di daerah Kabupaten Banggai/Luwuk dengan 
cara meminta tolong kepada saksi Norma dan Saksi Heynce 
Wongkar untuk membelikan seng yang kebetulan berdomisili di 
Banggai/Luwuk. 
 Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2008, sebagai 
realisasinya untuk pembelian seng tersebut, terdakwa 
memerintahkan saksi In Fitriyana selaku bendahara P.D. Kab. Tojo 
Una-una agar melakukan pembayaran kepada saksi Norma melalui  
Nomor Rekening saksi Norma Nomor Rek.: 0167-01019705 508 
Bank BRI Cabang Luwuk, dan selanjutnya atas perintah terdakwa 
tersebut pada tanggal 29 Agustus 2008 saksi In Fitriyama 
melakukan pembayaran pembelian seng kepada saksi Norma 
sebesar Rp 102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu 
rupiah), sebagaimana bukti transfer tertanggal 29 Agustus 2008 dari 
BRI Cabang Ampana,  pembayaran tersebut berasal dari Kas P.D. 
Kab. Tojo Una-una yang notabene adalah uang yang bersumber 
dari dana penyertaan modal dari APBD Kabupaten Tojo Una-una 
tersebut. 
 Bahwa selanjutnya oleh karena jembatan di Balingara 
Kabupaten Tojo Una-una yang menghubungkan wilayah Luwuk 
dengan Kabupaten Tojo Una-una putus/rusak sehingga pihak saksi 
Norma maupun saksi Heynce Wongkar tidak dapat mengirim seng 
atas pesanan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menghendaki 
agar uang dari P.D. Kab. Tojo Una-una yang pernah 
dibayarkan/ditransfer melalui  rekening  saksi Norma sebesar Rp 
102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah)  tersebut 
dikembalikan. 
 Bahwa seharusnya uang sebesar Rp 102.500.000,00 
(seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut 
dikembalikan/ditransfer kembali  kepada rekening P.D. Kab. Tojo 
Una-una, namun pada sekitar September 2008 terdakwa secara 
tanpa hak menghubungi Heynce Wongkar agar uang sebesar Rp 
102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah)  
dikembalikan kepada rekening pribadi terdakwa, dan selanjutnya  
terdakwa memberikan nomor rekening pribadi terdakwa yang ada di 
bank BRI Cabang Ampana dengan Nomor rekening 0566 
01008412500 atas nama Mashury Lahay kepada Heynce Wongkar 
yang berada di Luwuk. 
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 Bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa tersebut, saksi 
Heynce Wongkar secara berturut turut mentransfer ke rekening 
pribadi terdakwa dengan rincian sebagai berikut: 
1. Pada tanggal 3 September 2008 sebesar Rp 8.000.000,00 
(delapan juta rupiah) transfer melalui bank BRI Luwuk  ke 
rekening a.n. Drs. H. Mashuri Lahay no. rek. 0566-
01008412500  BRI Cabang Ampana. 
2. Pada tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp 2.000.000,00 
(dua juta rupiah) transfer melalui bank BRI Luwuk ke 
rekening a.n. Drs. H. Mashuri Lahay no. rek. 0566-
01008412500 BRI Cabang Ampana. 
3. Pada tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp 20.000.000,00 
(dua puluh juta rupiah) transfer melalui bank BRI Luwuk  ke 
rekening a.n. Drs. H. Mashuri Lahay no. rek. 0566-
01008412500 BRI Cabang Ampana. 
4. Pada tanggal 12 November 2008 sebesar Rp 20.000.000,00 
(dua puluh juta rupiah) transfer melalui bank BRI Luwuk  ke 
rekening a.n. Drs. H. Mashuri Lahay no. rek. 0566-
01008412500 BRI Cabang Ampana,  sehingga yang masuk 
ke rekening pribadi terdakwa  sebesar Rp 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah). 
 Bahwa setelah saksi Heynce Wongkar melakukan transfer 
sebanyak 4 kali dengan jumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) ke rekening pribadi terdakwa tersebut, saksi Heynce 
Wongkar pernah mendapat teguran melalui  telephone dari saksi 
Mohammad Idris Ambotuo selaku  Direktur Keuangan Perusda yang 
juga  pernah bertemu dengannnya, dengan  mengatakan “Jangan 
kirim/transfer ke rekening pribadi Drs. H. Mashuri Lahay, tapi dikirim 
ke rekening Perusda yaitu bank BPD Cabang Ampana karena itu 
uang Pemda”, selanjutnya atas teguran dari Mohammad Idris 
Ambotuo tersebut  sekitar bulan November-Desember 2008  saksi 
Heynce Wongkar mengembalikan sisanya yang sebesar Rp 
52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) ke rekening Perusda  
yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulteng Cabang 
Pembantu Ampana dengan Nomor Rekening: 301 01.04.40075-9 
yaitu pada tanggal 18 November 2008 sebesar Rp 30.000.000,00 
dan pada tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp 22.000.000,00 
sebagaimana tertuang dalam print out rekening giro Perusda. 
 Bahwa akibatnya  uang sebesar Rp 50.000.000,00 yang 
masuk ke rekening terdakwa tersebut tidak tercatat dalam 
pembukuan/buku kas P.D. Kab. Tojo Una-una serta tidak ada 
pertanggungjawaban dari terdakwa dan uang tersebut sesuai 
pengakuan terdakwa dipergunakan untuk kepentingan terdakwa 
secara pribadi. 
 Bahwa selain penggunaan uang Perusda sebesar Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, pada bulan Juni  
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2008 terdakwa juga melakukan kas bon uang kepada bendahara 
untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp 15.000.000,00 
(lima belas juta rupiah) dengan cara meminta kepada bendahara, 
sehingga seluruhnya uang Perusda yang  dipergunakan untuk 
kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp 65.000.000,00 (enam 
puluh lima juta rupiah). 
 Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut  
merupakan perbuatan melawan hukum yaitu  bertentangan dengan 
prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, sebagaimana 
dimaksud dalam  Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat 
(1) yang mengatur bahwa ”Keuangan negara  dikelola secara tertib, 
taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 
efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 
rasa keadilan dan kepatutan, bertentangan dengan Asas Umum 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 yaitu 
keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan 
bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, 
kepatutan jo. bertentangan pula dengan Perda Kabupaten Tojo 
Una-una Nomor 2 Tahun 2008 tertanggal 1 Februari 2008 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una 
Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Bab IV Pasal 6 
“Pengelolaan modal yang disetor pemerintah daerah Kabupaten 
Tojo Una-una harus dikelola secara profesional dan proporsional 
sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya baik 
kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat Tojo Una-
una, Pasal 7 ayat (1) “Pengelolaan modal yang disetor 
sebagaimana dalam Pasal 6 sepenuhnya menjadi tanggungjawab 
pengurus Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una-una dalam rangka 
menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, 
efisien, tranparan dan akuntabel. 
 Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah 
memperkaya diri terdakwa sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh 
lima juta rupiah) yang berasal dari uang Perusda yang masuk ke 
rekening pribadi terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) dan yang berasal dari kas bon kepada bendahara 
Perusda  sebesar Rp 15.000.000,00. 
 Bahwa terdakwa pernah mengembalikan uang Perusda yang 
digunakan untuk kepentingan  terdakwa sebesar Rp 65.000.000,00 
(enam puluh lima juta rupiah) secara 2 tahap, yang pertama 
terdakwa langsung mengembalikan kepada Perusda sebesar Rp 
15.000.000,00 dan mengembalikan sebesar Rp 50.000.000,00. 
 Bahwa meskipun terdakwa telah mengembalikan uang 
Perusda yang telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi 
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terdakwa, namun pengembalian uang Perusda tersebut tidak 
menghapuskan dipidananya terdakwa. 
 Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur 
dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Subsidiair: 
 Bahwa terdakwa Drs. Mashury Lahay selaku Direktur Utama 
P.D. Kabupaten Tojo Una-una berdasarkan Keputusan Bupati Tojo 
Una-una Nomor 188.45/134/EKBANG tertanggal 22 Oktober 2006, 
pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan 
Juni  sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidak-tidaknya 
pada waktu-waktu pada tahun 2008 bertempat di Kantor 
Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-una (P.D. Kab. Tojo Una-
una), Jl. Sungai Ampana No. 21 Kelurahan Uentanaga Atas  
Kabupaten Tojo Una-una  atau setidak-tidaknya pada tempat-
tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi jo. Pasal 3 angka 8 Surat Keputusan Ketua Mahkamah 
Agung R.I. Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tertanggal 11 Oktober 
2011, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
yaitu menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp 65.000.000,00 atau 
sekitar jumlah tersebut, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yaitu terdakwa  selaku Direktur Utama P.D. Kabupaten 
Tojo Una-una dalam mengelola dana penyertaan modal dari Pemda 
Kab. Tojo Una-una  tidak mengindahkan  tugas dan tanggung jawab 
selaku Direktur Utama sebagaimana diatur dalam Perda Kab. Tojo 
Una-una Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan 
Daerah,  serta tidak mengindahkan prinsip-prinsip pengelolaan 
keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
No. 17 Tahun 2003 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 
Tahun 2006 jo. Perda Kabupaten Tojo Una-una Nomor 2 Tahun 
2008 tertanggal 1 Februari 2008 tentang Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una pada Perusahaan 
Daerah Kabupaten Tojo Una-una yaitu terdakwa  selaku Direktur 
Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-una secara tanpa 
hak memerintahkan saksi Heynce Wongkar agar mengembalikan  
uang Perusda Kab. Tojo Una-una kedalam rekening pribadi 
terdakwa terkait dengan pengembalian uang Perusda dari rencana 
pembelian seng yang tidak jadi oleh pihak Perusda sebesar Rp 
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50.000.000,00 serta terdakwa melakukan kasbon berupa uang dari 
bendahara Perusda sebesar Rp 15.000.000,00 kemudian  uang 
tersebut digunakan secara pribadi untuk kepentingan terdakwa,   
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara, yaitu merugikan keuangan negara C.q. Perusda Kab. Tojo 
Una-una sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). 
Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak 
menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, yang dilakukan 
terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: 
 Bahwa pada tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-
una telah mendirikan Perusahaan Daerah berdasarkan  Peraturan 
Daerah No. 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah 
atau disingkat dengan P.D. Kabupaten Tojo Una-una, sedangkan 
yang menjabat sebagai Direktur Utama adalah terdakwa 
berdasarkan Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor 
188.45/134/EKBANG tertanggal 22 Oktober 2006 tentang 
Pengangkatan Drs. Mashury Lahay. 
 Bahwa berdasarkan Perda Kab. Tojo Una-una Nomor 8 
Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah, terdakwa 
selaku direksi sesuai dengan Pasal 9, Pasal 31 antara lain 
mempunyai  tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 
1. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan. 
2. Menyampaikan akuntabilitas kinerja secara berkala 
mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca perhitungan rugi 
laba. 
3. Semua pegawai termasuk anggota direksi yang diberi tugas  
menyimpan uang, surat berharga dan barang-barang 
persediaan. 
 Bahwa pada tanggal 28 Desember 2006, sebagai modal 
awal dari P.D. Kabupaten Tojo Una-una, Pemerintah Kabupaten 
Tojo Una-una memberikan dana penyertaan modal yang bersumber 
dari APBD tahun 2006 sebesar Rp 171.235.000,00 (seratus tujuh 
puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana 
tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Modal Penyertaan dari 
Pemda Kab. Tojo Una-una ke Perusda Kab. Tojo Una-una  
tertanggal 28 Desember 2006. 
 Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2008, Pemerintah 
Kabupaten Tojo Una-una kembali memberikan dana penyertaan 
modal yang bersumber dari APBD tahun 2008 sesuai  Perda 
Nomor: 8 tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. 
Tojo Una-una pada perusahaan daerah, sebagaimana tertuang 
dalam Berita Acara Serah Terima Modal Penyertaan dari Pemda 
Kab. Tojo Una-una ke Perusda Kab. Tojo Una-una tertanggal 
sebesar Rp 700.000.000,00. 
 Bahwa untuk dana penyertaan modal dari Pemerintah 
Kabupaten Tojo Una-una baik  yang bersumber dari APBD tahun 
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2006 dan tahun 2008 tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Tojo 
Una-una melalui bendahara pengeluaran telah mentransfer ke 
rekening P.D. Kabupaten Tojo Una-una yang ada di PT. Bank 
Pembangunan Daerah Sulteng Cabang Pembantu Ampana dengan 
Nomor Rekening: 301 01.04.40075-9, dengan maksud untuk agar 
modal tersebut dapat dikelola oleh terdakwa selaku Direktur Utama 
dalam rangka pengembangan usaha P.D. Kab. Tojo Una-una 
dengan berpedoman pada Perda Nomor: 8 Tahun 2006 tentang 
Pendirian Perusahaan Daerah dan Perda Nomor: 2 Tahun 2008 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Tojo Una-una pada 
Perusahaan Daerah serta ketentuan yang berlaku. 
 Bahwa pada tahun 2008, sebagai upaya pengembangan 
usaha dari P.D. Kab. Tojo Una-una, terdakwa selaku Direktur 
Utama bermaksud untuk melakukan pembelian bahan bangunan 
yang berupa seng di daerah Kabupaten Banggai/Luwuk dengan 
cara meminta tolong kepada saksi Norma dan Saksi Heynce 
Wongkar untuk membelikan seng yang kebetulan berdomisili di 
Banggai/Luwuk. 
 Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2008, sebagai 
realisasinya untuk pembelian seng tersebut, terdakwa 
memerintahkan saksi In Fitriyama selaku bendahara P.D. Kab. Tojo 
Una-una agar melakukan pembayaran kepada saksi Norma dengan 
melalui  Nomor Rekening saksi Norma Nomor Rek.: 0167-01019705 
508 Bank BRI Cabang Luwuk kepada saksi In Fitriyama, dan 
selanjutnya atas perintah terdakwa tersebut pada tanggal 29 
Agustus 2008 saksi In Fitriyama melakukan pembayaran  
pembelian seng kepada saksi Norma sebesar Rp 102.500.000,00 
sebagaimana bukti transfer tertanggal 29 Agustus 2008 dari BRI 
Cabang Ampana, pembayaran tersebut berasal dari kas P.D. Kab. 
Tojo Una-una yang notabene adalah uang yang bersumber dari 
dana penyertaan modal dari APBD Kabupaten Tojo Una-una 
tersebut. 
 Bahwa oleh karena jembatan di Balingara yang 
menghubungkan Luwuk dengan Kabupaten Tojo Una-una 
putus/rusak  sehingga pihak saksi Norma maupun saksi Heynce 
Wongkar tidak dapat mengirim seng atas pesanan dari pihak 
Perusda tersebut, selanjutnya terdakwa menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan selaku Direktur Utama P.D. Kabupaten 
Tojo Una-una  agar uang dari P.D. Kab. Tojo Una-una yang pernah 
dibayarkan/ditransfer melalui rekening saksi Norma sebesar Rp 
102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut 
dikembalikan. 
 Bahwa seharusnya uang sebesar Rp 102.500.000,00 
(seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut 
dikembalikan/ditransfer kembali kepada rekening P.D. Kab. Tojo 
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Una-una, namun pada sekitar September 2008 terdakwa secara 
tanpa hak menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku 
Direktur Utama Perusda  menghubungi Heynce Wongkar agar uang 
sebesar Rp 102.500.000,00 yang rencananya untuk membeli seng 
oleh pihak Perusda tidak jadi tersebut dikembalikan kepada 
terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening pribadi terdakwa, 
dan selanjutnya terdakwa memberikan nomor rekening pribadi 
terdakwa yang ada di bank BRI Cabang Ampana dengan nomor 
rekening 0566 01008412500 atas nama Mashury Lahay kepada 
Heynce Wongkar yang berada di Luwuk. 
 Bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa tersebut, saksi 
Heynce Wongkar secara berturut-turut mentransfer ke rekening 
pribadi terdakwa dengan rincian sebagai berikut: 
1. Pada tanggal 3 September 2008 sebesar Rp 8.000.000,00 
(delapan juta rupiah) transfer melalui bank BRI Luwuk ke 
rekening a.n. Drs. H. Mashuri Lahay no. rek. 0566-
01008412500  BRI Cabang Ampana. 
2. Pada tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp 2.000.000,00 
(dua juta rupiah) transfer melalui bank BRI Luwuk ke 
rekening a.n. Drs. H. Mashuri Lahay no. rek. 0566-
01008412500 BRI Cabang Ampana. 
3. Pada tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp 20.000.000,00 
(dua puluh juta rupiah) transfer melalui bank BRI Luwuk  ke 
rekening a.n. Drs. H. Mashuri Lahay no. rek. 0566-
01008412500 BRI Cabang Ampana. 
4. Pada tanggal 12 November 2008 sebesar Rp 20.000.000,00 
(dua puluh juta rupiah) transfer melalui bank BRI Luwuk  ke 
rekening a.n. Drs. H. Mashuri Lahay no. rek. 0566-
01008412500 BRI Cabang Ampana sehingga seluruhnya 
yang masuk ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
 Bahwa setelah saksi Heynce Wongkar melakukan transfer  
sebanyak 4 kali dengan jumlah Rp 50.000.000,00 ke rekening 
pribadi terdakwa tersebut, saksi Heynce Wongkar pernah mendapat 
teguran melalui telephone dari saksi Mohammad Idris Ambotuo 
selaku Direktur Keuangan Perusda yang juga pernah bertemu 
dengannnya, dengan mengatakan “Jangan kirim/transfer ke 
rekening pribadi Drs. H. Mashuri Lahay, tapi dikirim ke rekening 
Perusda yaitu bank BPD Cabang Ampana karena itu uang Pemda”. 
Selanjutnya atas teguran dari  Mohammad Idris Ambotuo tersebut  
sekitar bulan November-Desember 2008 saksi Heynce Wongkar 
mengembalikan sisanya yang sebesar Rp 52.000.000,00 ke 
rekening Perusda yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah  
Sulteng  Cabang Pembantu Ampana dengan Nomor Rekening: 301 
01.04.40075-9 yaitu pada tanggal 18 November 2008 sebesar Rp 
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30.000.000,00 dan pada tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp 
22.000.000,00 sebagaimana tertuang dalam print out rekening giro 
Perusda. 
 Bahwa selain uang sebesar Rp 50.000.000,00 yang masuk 
ke rekening terdakwa tersebut, pada bulan Juni  2008 terdakwa 
juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa  
selaku Direktur Utama P.D. Kabupaten Tojo Una-una  yaitu  
melakukan kas bon uang kepada bendahara untuk kepentingan 
pribadi terdakwa sebesar Rp 15.000.000,00 dengan cara meminta 
kepada bendahara, sehingga seluruhnya uang yang 
disalahgunakan oleh terdakwa  sebesar Rp 65.000.000,00 yang 
oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, 
sehingga serangkaian perbuatan terdakwa tersebut tidak 
mengindahkan tugas dan tanggung jawabnya selaku Direktur 
Utama sebagaimana diatur dalam Perda Kab. Tojo Una-una Nomor 
8 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah, serta tidak 
mengindahkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 
Pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa ”Keuangan negara dikelola 
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, bertentangan dengan 
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur 
dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 
2006 yaitu keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada 
peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, 
transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas 
keadilan, kepatutan jo. bertentangan pula dengan Perda Kabupaten 
Tojo Una-una Nomor 2 Tahun 2008 tertanggal 1 Februari 2008 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo 
Una-una pada Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Bab 
IV Pasal 6 “Pengelolaan modal yang disetor pemerintah daerah 
Kabupaten Tojo Una-una harus dikelola secara profesional dan 
proporsional sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-
besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada 
masyarakat Tojo Una-una, Pasal 7 ayat (1) “Pengelolaan modal 
yang disetor sebagaimana dalam pasal 6 sepenuhnya menjadi 
tanggungjawab pengurus Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una-una 
dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan 
yang efektif, efisien, tranparan dan akuntabel. 
 Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah 
menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp 65.000.000,00 yang 
berasal dari uang Perusda yang masuk ke rekening pribadi 
terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 dan yang berasal dari kas bon 
kepada Bendahara Perusda  sebesar Rp 15.000.000,00. 
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 Bahwa terdakwa pernah mengembalikan uang Perusda yang 
digunakan untuk kepentingan  terdakwa sebesar Rp 65.000.000,00 
(enam puluh lima juta rupiah) secara 2 tahap, yang pertama 
terdakwa langsung mengembalikan kepada Perusda sebesar Rp 
15.000.000,00 dan mengembalikan sebesar Rp 50.000.000,00. 
 Bahwa meskipun terdakwa telah mengembalikan uang 
Perusda yang telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi 
terdakwa, namun pengembalian uang Perusda tersebut tidak 
menghapuskan dipidananya terdakwa. 
 Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur 
dalam Pasal 3 jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 01 
Agustus 2012 yang pada akhir uraiannya meminta kepada Majelis Hakim 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai 
berikut: 
1. Menyatakan terdakwa Drs. Mashury Lahay, bersalah melakukan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 3 jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam surat dakwaan 
subsidiair Jaksa Penuntut Umum. 
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa Drs. Mashury Lahay berupa 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan, dan denda 
sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidiair 1 
(satu) bulan kurungan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa: 
- Lembaran daerah Kab. Tojo Una-una Peraturan Daerah No. 8 
Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah. 
- Berita Acara Serah Terima Modal Penyertaan dari Pemda Kab. 
Tojo Una-una tertanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 
171.235.000,00. 
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- Berita Acara Serah Terima Modal Penyertaan dari Pemda Kab. 
Tojo Una-una ke Perusda Kab. Tojo Una-una tertanggal 12 Mei 
2008 sebesar Rp 700.000.000,00. 
- Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor 188.45/134EKBANG 
tertanggal 22 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Drs. Mashury 
Lahay sebagai Direktur Utama P.D. Kab. Tojo Una-una. 
- Keputusan Direktur Utama No. 08/SK PD/TOUNA tertanggal 7 
Mei 2008 tentang Pengangkatan In Fitriyana Tampoma sebagai 
Bendahara. 
- Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor 188.45/63/Hukum 
tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah 
atas nama Saiful Taher sebagai Direktur Operasional dan Idris 
Ambo Tuo sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan P.D. 
Kab. Tojo Una-una. 
- Keputusan Direktur Utama No. 03/SK-PD/TOUNA tertanggal 25 
Maret 2007 tentang Pengangkatan Abd. Haris Ganto sebagai 
Pegawai Kepala Devisi Adm. dan Keuangan Perusda. 
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Ampana 16 Februari 
2008 a.n. Drs. H. Mashury Lahay sebesar Rp 25.000.000,00 
(dua puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara Drs. 
Mashury Lahay dan akan dikembalikan dalam waktu yang tidak 
terlalu lama. 
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Ampana 07 Mei 2009 
a.n. Drs. H. Mashury Lahay sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah) untuk pinjaman sementara Drs. Mashury Lahay. 
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Ampana 03 Juni 2008 
a.n. Drs. H. Mashury Lahay sebesar Rp 15.000.000,00 (lima 
belas juta rupiah) untuk pinjaman sementara Drs. Mashury 
Lahay dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 1 
(satu) bulan. 
- Foto copy 1 (satu) lembar kwitansi a.n. Drs. Mashury Lahay 
sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran 
cicilan sensor P.D. Kab. Touna. 
- Foto copy 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI sebesar Rp 
102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) disetor 
ke Norma dan yang menyetor a.n. In Fitriyana. 
- 1 (satu) lembar tanda setoran tunai Perusda Kab. Tojo Una-una 
atas nama penyetor Drs. Mashury Lahay sebesar Rp 
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 13 November 
2008. 
- Asli 3 (tiga) lembar rekening koran giro periode 1 Januari 2008 
s/d 31 Desember 2008 dengan saldo akhir Rp 101.866.138,00. 
- Foto copy 1 (satu) lembar neraca Perusahaan Daerah Kab. Tojo 
Una-una per 31 Desember 2008 sebesar Rp 700.625.000,00. 
- 1 (satu) buah buku kas bendahara Perusda Kab. Tojo Una-una 
tahun 2008.  
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- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada tanggal 3 September 2008 
sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) transfer melalui 
Bank BRI Luwuk ke rekening a.n. Drs. H. Mashury Lahay no. 
rek. 0566-01008412500 Cabang Ampana. 
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada tanggal 24 Oktober 2008 
sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) transfer melalui Bank 
BRI Luwuk ke rekening a.n. Drs. H. Mashury Lahay no. rek. 
0566-01008412500 Cabang Ampana. 
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada tanggal 31 Oktober 2008 
sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) transfer 
melalui Bank BRI Luwuk ke rekening a.n. Drs. H. Mashury Lahay 
no. rek. 0566-01008412500 Cabang Ampana. 
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada tanggal 12 November 2008 
sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) transfer 
melalui Bank BRI Luwuk ke rekening a.n. Drs. H. Mashury Lahay 
no. rek. 0566-01008412500 Cabang Ampana. 
- 1 (satu ) rangkap rekening koran giro Perusda tahun 2008. 
- 1 (satu) rangkap saham Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una-una 
tahun 2006 sebesar Rp 171.235.000,00 (seratus tujuh puluh 
satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). 
- 1 (satu) rangkap saham Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una-una 
tahun 2008 sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). 
- 1( satu) rangkap Perda Kab. Tojo Una-una Nomor 8 Tahun 
2006. 
- 1 (satu) rangkap Perda Kab. Tojo Una-una Tahun 2008 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Tojo Una-una pada 
Perusahaan Daerah. 
- Bukti setor pengembalian uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) ke rekening Perusda Kab. Tojo Una-una 
tanggal 04 April 2012. 
Tetap terlampir dalam berkas perkara. 
4. Menetapkan agar terdakwa Drs. Mashury Lahay, membayar biaya 
perkara  sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). 
 
 
4. Pertimbangan Hukum Hakim 
Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yakni: 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh 
Penuntut Umum dengan surat dakwaan nomor register perkara: PDS-
01/Ampana/04/2012, tertanggal 25 April 2012. 
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Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh 
Penasihat Hukum terdakwa tidak diajukan keberatan atau eksepsi. 
Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 
saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah 
terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya, sebagai berikut: 
1. Saksi Arifin Mohammad. 
2. Saksi Moh. Idris Hi. Ambotuo,S.E. 
3. Saksi Heynce Wongkar. 
4. Saksi Norma. 
5. Saksi In Fitriyana Tampoma. 
6. Saksi Saiful Taher. 
Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan 
terdakwa. 
Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah 
diajukan barang bukti berupa: 
- Lembaran daerah Kab. Tojo Una-una Peraturan Daerah No. 8 
Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah. 
- Berita Acara Serah Terima Modal Penyertaan dari Pemda Kab. Tojo 
Una-una tertanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 171.235.000,00. 
- Berita Acara Serah Terima Modal Penyertaan dari Pemda Kab. Tojo 
Una-una ke Perusda Kab. Tojo Una-una tertanggal 12 Mei 2008 
sebesar Rp 700.000.000,00. 
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- Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor 188.45/134EKBANG 
tertanggal 22 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Drs. Mashury 
Lahay sebagai Direktur Utama P.D. Kab. Tojo Una-una. 
- Keputusan Direktur Utama No. 08/SK PD/TOUNA tertanggal 7 Mei 
2008 tentang Pengangkatan In Fitriyana Tampoma sebagai 
Bendahara. 
- Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor 188.45/63/Hukum tentang 
Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah atas nama 
Saiful Taher sebagai Direktur Operasional dan Idris Ambo Tuo 
sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan P.D. Kab. Tojo Una-
una. 
- Keputusan Direktur Utama No. 03/SK-PD/TOUNA tertanggal 25 
Maret 2007 tentang Pengangkatan Abd. Haris Ganto sebagai 
Pegawai Kepala Devisi Adm. dan Keuangan Perusda. 
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Ampana 16 Februari 2008 
a.n. Drs. H. Mashury Lahay sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh 
lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara Drs. Mashury Lahay 
dan akan dikembalikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. 
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Ampana 07 Mei 2009 a.n. 
Drs. H. Mashury Lahay sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 
untuk pinjaman sementara Drs. Mashury Lahay. 
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Ampana 03 Juni 2008 a.n. 
Drs. H. Mashury Lahay sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta 
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rupiah) untuk pinjaman sementara Drs. Mashury Lahay dengan 
jangka waktu pengembalian pinjaman selama 1 (satu) bulan. 
- Foto copy 1 (satu) lembar kwitansi a.n. Drs. Mashury Lahay sebesar 
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran cicilan sensor 
P.D. Kab. Touna. 
- Foto copy 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI sebesar Rp 
102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) disetor ke 
Norma dan yang menyetor a.n. In Fitriyana. 
- 1 (satu) lembar tanda setoran tunai Perusda Kab. Tojo Una-una 
atas nama penyetor Drs. Mashury Lahay sebesar Rp 15.000.000,00 
(lima belas juta rupiah) tanggal 13 November 2008. 
- Asli 3 (tiga) lembar rekening koran giro periode 1 Januari 2008 s/d 
31 Desember 2008 dengan saldo akhir Rp 101.866.138,00. 
- Foto copy 1 (satu) lembar neraca Perusahaan Daerah Kab. Tojo 
Una-una per 31 Desember 2008 sebesar Rp 700.625.000,00. 
- 1 (satu) buah buku kas bendahara Perusda Kab. Tojo Una-una 
tahun 2008.  
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada tanggal 3 September 2008 
sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) transfer melalui 
Bank BRI Luwuk ke rekening a.n. Drs. H. Mashury Lahay no. rek. 
0566-01008412500 Cabang Ampana. 
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada tanggal 24 Oktober 2008 
sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) transfer melalui Bank 
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BRI Luwuk ke rekening a.n. Drs. H. Mashury Lahay no. rek. 0566-
01008412500 Cabang Ampana. 
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada tanggal 31 Oktober 2008 
sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) transfer melalui 
Bank BRI Luwuk ke rekening a.n. Drs. H. Mashury Lahay no. rek. 
0566-01008412500 Cabang Ampana. 
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada tanggal 12 November 2008 
sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) transfer melalui 
Bank BRI Luwuk ke rekening a.n. Drs. H. Mashury Lahay no. rek. 
0566-01008412500 Cabang Ampana. 
- 1 (satu ) rangkap rekening koran giro Perusda tahun 2008. 
- 1 (satu) rangkap saham Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una-una 
tahun 2006 sebesar Rp 171.235.000,00 (seratus tujuh puluh satu 
juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). 
- 1 (satu) rangkap saham Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una-una 
tahun 2008 sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). 
- 1( satu) rangkap Perda Kab. Tojo Una-una Nomor 8 Tahun 2006. 
- 1 (satu) rangkap Perda Kab. Tojo Una-una Tahun 2008 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Tojo Una-una pada 
Perusahaan Daerah. 
- Bukti setor pengembalian uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) ke rekening Perusda Kab. Tojo Una-una tanggal 
04 April 2012. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, 
keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan 
lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai 
berikut: 
- Bahwa terdakwa Drs. Mashury Lahay sejak tahun 2006 diangkat 
sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Kab. Tojo Una-
una berdasarkan Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor: 
188.45/134/EKBANG tanggal 22 Oktober 2006. 
- Bahwa berdasarkan Perda Kab. Tojo Una-una Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasal 9 terdakwa selaku 
direksi mempunyai tugas dan wewenang antara lain: memimpin dan 
mengendalikan perusahaan, mengurus dan mengelola kekayaan 
perusahaan dan menyelenggarakan administrasi umum dan 
keuangan. 
- Bahwa mulai tahun 2006 Perusahaan Daerah (PD) Kab. Tojo Una-
una mendapatkan dana penyertaan modal dari Kab. Tojo Una-una 
sebesar Rp 171.235.000,00 yang dipergunakan untuk persediaan 
perlengkapan kantor, biaya sewa rumah / kantor, mobiler kantor, 
komputer, biaya operasional, dan untuk pada tahun 2008 mendapat 
dana penyertaan modal dari Kab. Tojo Una-una sebesar Rp 
700.000.000,00 yang dipergunakan untuk: usaha distributor bahan 
seng dan tripleks, penyediaan kebutuhan foto copy, ATK dan 
percetakan, serta pengelolaan batang kelapa dan operasional. 
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- Bahwa pada tahun 2008 tersangka selaku Direktur Utama pada 
Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una-una telah melakukan pembelian 
seng tanpa dilakukan proses tender/meminta tolong kepada 
rekanan yaitu saksi Heynce Wongkar yang beralamat Jl. Moh. Hatta 
No. 07 Kec. Luwuk Kab. Banggai sebesar Rp 102.500.000,00 
(seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3.000 
lembar seng, yang uangnya oleh Bendahara Perusda atas perintah 
terdakwa agar ditransfer ke rekening adik ipar saksi Heynce 
Wongkar yang bernama saudari Norma, dan selanjutnya 
dikarenakan jalan putus di daerah Balingara sehingga tidak dapat 
mengirim atas pembelian seng yang dilakukan oleh tersangka 
tersebut, dan selanjutnya terdakwa Drs. Mashury Lahay meminta 
untuk mengembalikan dana pembelian seng tersebut. 
- Bahwa terkait pengembalian uang Perusda yang seharusnya untuk 
beli seng tersebut agar dikembalikan kepada Drs. Mashury Lahay 
ke rekening pribadinya dan akhirnya saksi Heynce Wongkar 
mengembalikan uang dengan cara mentransfer ke rekening pribadi 
terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan nomor rekening 0566-
01008412500 BRI Cabang Ampana yaitu: 
 Pada tanggal 3 September 2008 sebesar Rp 8.000.000,00 
(delapan juta rupiah). 
 Pada tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua 
juta rupiah). 
82 
 Pada tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua 
puluh juta rupiah). 
 Pada tanggal 12 November 2008 sebesar Rp 20.000.000,00 
(dua puluh juta rupiah). 
Sehingga seluruhnya yang masuk kerekening pribadi terdakwa 
sebesar  Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
- Bahwa atas petunjuk dari Direktur Keuangan Perusda Moh. Idris Hi. 
Ambotuo,S.E. tersebut setelah itu saksi Heynce Wongkar langsung 
mentransfer sisa uang sebesar Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua 
juta rupiah) ke rekening Perusda di Bank BPD Ampana sehingga 
semuanya uang telah disetor saksi Heynce Wongkar setorkan ke 
rekening terdakwa dan rekening Perusda Kab. Tojo Una-una. 
- Bahwa selain perbuatan terdakwa telah menerima pengembalian 
uang seng sebesar Rp 50.000.000,00 tersebut berdasarkan 
keterangan saksi In Fitryana Tampoma selaku Bendahara Perusda, 
terdakwa juga telah melakukan kas bon pada sekitar bulan Juni 
2008 dari bendahara dengan alasan untuk kepentingan pribadi 
sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 
- Bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi 
Heynce Wongkar, saksi Moh. Idris Ambotuo,S.E., saksi In Fitryana 
Tampoma selaku Bendahara Perusda serta barang bukti terdakwa 
telah menikmati uang Perusda sebesar Rp 65.000.000,00 (enam 
puluh lima juta rupiah). 
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- Bahwa berdasarkan keterangan saksi In Fitrayama Tampoma dan 
Saeful Taher serta berdasarkan berita acara penyitaan pada hari 
Senin tanggal 03 April 2012 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri 
Ampana dan berita acara pengembalian uang ke pihak Perusda 
Kabupaten Tojo Una-una, pada hari Rabu tanggal 04 April 2012, 
terdakwa Drs. Mashury Lahay telah mengembalikan uang Negara 
milik Perusda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
sehingga menurut saksi In Fitrayama Tampoma selaku bendahara 
Perusda mengatakan bahwa masih tersisa tunggakan uang milik 
Perusda dari terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah). 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan 
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat 
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 
Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan 
suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi 
seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 
Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga akan 
dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. 
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 
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Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang 
didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak 
dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaima didakwakan 
padanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karenanya 
terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair. 
Menimbang, bahwa selanjutnya  akan dipertimbangkan tentang 
dakwaan subsidair dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 
4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Setiap orang. 
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
korporasi. 
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan. 
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
5. Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak 
menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. 
 
Ad. 1. Unsur “Setiap orang” 
 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 
85 
31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (natuurlijk personen) atau 
termasuk korporasi (rechtspersonen) dan yang dimaksud dengan 
korporasi adalah kompulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi 
baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 
 Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang 
subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan ke depan 
persidangan yang dalam perkara a quo adalah terdakwa Drs. Mashury 
Lahay dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan 
Penuntut Umum. 
 Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM 
dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi”  
menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum tindak pidana 
korupsi, menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah 
pembawa hak atau subyek dalam hukum sedangkan menurut Prof. Dr. 
Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala 
sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. 
 Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat 
disimpulkan bahwa pengertian “setiap orang” tidak boleh disamakan 
dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku 
setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi 
unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya. 
 Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, para ahli 
hukum seperti Prof. Moeljatno,  VOS dan van Hattum mengkualifisir “setiap 
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orang/manusia” sebagai unsur formal yang tidak dapat dipisahkan (unsur) 
yang satu dari (unsur) yang lain (zijn niet van elkaar te scheiden), 
sedangkan Lamintang mengkualifisir “setiap orang/manusia” sebagai 
unsur obyektif. 
 Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di 
persidangan, terungkap bahwa terdakwa Drs. Mashury Lahay selaku 
Direktur Utama Perusda Kabupaten Tojo Una-una adalah orang 
perorangan (natuurlik personen) sebagai subyek hukum yang memiliki hak 
dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab 
atas segala perbuatannya. 
 Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab 
(toerekeningsvatbaarheid) secara hukum oleh terdakwa Drs. Mashury 
Lahay sebagai seorang perorangan (natuurlijk personen) menurut Majelis 
tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari 
terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana di mana 
hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan 
penyidik maupun di persidangan ini, telah dengan lancar, jelas dan tegas 
dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh 
Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun para Penasihat Hukumnya. 
 Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan 
perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan 
bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala 
tindakan dan perbuatannya tersebut. 
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 Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana 
diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “setiap 
orang” jelas telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. 
 
Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi” 
 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu 
kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang 
ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi 
dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (Drs. Adami Chazawi, 
SH, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Jakarta, hlm. 
54). 
 Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH (Hukum 
Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, cetakan ke-6, halaman 43), 
mengatakan ”menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau 
nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku, yang pada 
umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan 
seseorang. 
 Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 
29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara 
lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau 
dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang 
dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. 
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 Menimbang, bahwa setiap perbuatan pada hakekatnya mempunyai 
tujuan di mana menurut S.R Sianturi (Tindak Pidana di KUHP Berikut 
Uraiannya, Alumni, Bandung, halaman 616), mengatakan ”unsur 
kesalahannya berbentuk kesengajaan (dolus) yang dalam pasal ini 
dirumuskan ”dengan maksud” (met het oogmerk) di sini memperlihatkan 
kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak 
memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia 
melakukan tindakan memaksa. 
 Menimbang, bahwa dengan maksud untuk secara melawan hukum 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, berarti si 
pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi tersebut adalah suatu tindakan yang 
bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain. 
 Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Drs. Mashury Lahay 
selaku Direktur Utama Perusda Kab.Tojo Una-una, terungkap bahwa seng 
yang dibeli Perusda melalui saksi Heynce Wongkar senilai Rp 
102.500.000,00 ternyata tidak jadi dilakukan akibat putusnya jalan di 
daerah Balingara, yang kemudian oleh terdakwa lalu memerintahkan saksi 
Heynce Wongkar agar mengembalikan uang pembelian seng milik 
Perusda sebesar Rp 50.000.000,00 ke rekening pribadinya nomor 
rekening 0566-01008412500 BRI Cabang Ampana. 
 Menimbang, bahwa disamping masuknya sejumlah uang milik 
Perusda ke rekening pribadi terdakwa yaitu sebanyak Rp 50.000.000,00 
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juga pada saat menjabat selaku Direktur Utama Perusda, terdakwa Drs. 
Mashury Lahay telah mengambil kas bon pada bendahara Perusda pada 
tahun 2008 sebesar Rp 15.000.000,00 dengan tujuan untuk kepentingan 
dan atau menguntungkan diri terdakwa sendiri. 
 Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa Drs. Mashury Lahay 
tersebut sebagaimana diterangkan para saksi di depan persidangan, yakni 
saksi Heynce Wongkar, Moh. Idris Ambotuo, SE dan In Fitryama 
Tampoma, serta didukung barang bukti berupa slip setoran ke rekening 
pribadi terdakwa, terbukti bahwa terdakwa Drs. Mashury Lahay telah 
menggunakan kewenangannya sebagai Direktur Utama  Perusda dengan 
secara melawan hukum dengan tujuan untuk mengutungkan diri terdakwa 
sendiri sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan 
negara/Perusda sebesar Rp 65.000.000,00.  
 Menimbang, bahwa tindakan terdakwa Drs. Mashury Lahay yang 
memerintahkan saksi Heynce Wongkar untuk mentransfer dana milik 
Perusda ke rekening pribadi terdakwa adalah jelas secara nyata 
membuktikan dan memperlihatkan bahwa terdakwa Drs. Mashury Lahay 
dengan maksud (met het oogmerk) dan dengan sengaja bertujuan (opzet 
als oogmerk) melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri terdakwa 
sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/Perusda 
Kabupaten Tojo Una-una sebesar Rp 65.000.000,00. 
 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ”dengan 
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tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” 
telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. 
 
Ad.3. Unsur ”Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” 
 Menimbang, bahwa menurut Martima Prodjohamidjojo, SH, MM 
(dalam bukunya ”Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi”, 
Jakarta, 2001, hlm. 70) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 
menyalahgunakan kewenangan dapat ditafsirkan orang dimaksudkan 
adalah seorang pejabat yang memiliki suatu kekuasaan yang perbuatan itu 
dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan 
wewenangnya berlindung dibawah kekuasaan hukum. 
 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah 
keleluasaan/memperoleh peluang yang dapat digunakan oleh pelaku yang 
berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. 
 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah alat, 
media atau segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai 
tujuan atau maksud. 
 Menimbang, bahwa pengertian jabatan atau kedudukan berasal dari 
kata jabat yang berarti memegang atau melakukan pekerjaan atau tugas 
fungsi ataupun dinas. 
 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perda Nomor 8 
Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-
una, dalam Pasal 9 dinyatakan secara eksplisit bahwa direksi mempunyai 
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tugas dan wewenang untuk memimpin dan mengendalikan kekayaan 
perusahaan, mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan dan 
menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan. 
 Menimbang, bahwa kedudukan atau jabatan terdakwa Drs. Mashury 
Lahay dalam jajaran direksi in casu sebagai Direktur Utama Perusda Kab. 
Tojo Una-una adalah seharusnyalah melaksanakan segala ketentuan yang 
termaktub dalam Perda Nomor 8 Tahun 2006 dimaksud, namun 
kenyataannya justru Terdakwa Drs. Mashury Lahay telah 
menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan terdakwa selaku Direktur Utama dalam hal pembelian seng 
untuk kepentingan Perusda pada pihak ketiga yaitu saksi Heynce 
Wongkar. 
 Menimbang, bahwa adapun bentuk konkrit dari tindakan 
penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan terdakwa karena jabatan 
atau kedudukannya selaku Direktur Utama Perusda adalah dengan cara 
memerintahkan pihak ketiga yakni saksi Heynce Wongkar untuk 
mentransfer uang milik Perusda yang tidak jadi dibelikan seng karena 
alasan rusaknya jalan/jembatan di daerah Balingara ke rekening pribadi 
terdakwa sendiri sebesar Rp 50.000.000,00 tanpa sepengetahuan dari 
jajaran direksi lainnya dan uang tersebut tidak langsung disetor pada 
kas/bendahara Perusda, namun tetap dibiarkan terdakwa berada dalam 
rekeningnya. 
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 Menimbang, bahwa adapun pentransferan uang/dana milik Perusda 
dari saksi Heynce Wongkar ke rekening pribadi terdakwa dengan nomor 
rekening 0566-01008412500 BRI Cabang Ampana adalah dilakukan 
sebanyak 4 (empat) kali yaitu: 
- Pada tanggal 3 September 2008 sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan 
juta rupiah). 
- Pada tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta 
rupiah). 
- Pada tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua 
puluh juta rupiah). 
- Pada tanggal 12 November 2008 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua 
puluh juta rupiah). 
Sehingga seluruhnya yang masuk kerekening pribadi terdakwa 
sebesar   Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). 
Menimbang, bahwa selain perbuatan terdakwa telah menerima 
pengembalian uang seng sebesar Rp 50.000.000,00 tersebut, 
berdasarkan keterangan saksi In Fitryama Tampoma selaku bendahara 
Perusda, mengatakan bahwa terdakwa juga telah menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan selaku direktur utama dengan cara melakukan kas bon 
pada sekitar bulan Juni 2008 dari bendahara dengan alasan untuk 
kepentingan pribadi sebesar Rp 15.000.000,00 yang secara nyata 
merupakan tindakan yang bertentangan dengan amanah atau ketentuan 
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dalam Perda Nomor 8 Tahun 2006 jo. Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una pada Perusda. 
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam nota 
pembelaannya/pledoi pada halaman 10 menyatakan bahwa terdakwa 
selaku Dirut Perusda tidak terbukti melakukan penyalahgunaan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan terdakwa karena apa yang dilakukan terdakwa dimana 
terdakwa melakukan kegiatan usaha dagang atau bisnis dengan pihak lain 
adalah dibenarkan dan atau upaya menjalankan amanat sesuai dengan 
ketentuan yang tercantum dalam Perda Nomor 8 Tahun 2006, bahwa 
adapun mengenai kerugian yang apabila dialami oleh perusahaan hal 
mana sangat tergantung dari manajemen perusahaan tersebut. 
Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa dalam 
nota pembelaannya pada alinea ketiga di halaman 10 mengatakan bahwa 
dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum maupun saksi Heynce 
Wongkar tidak dapat menunjukan bukti adanya pembelian 3.000 lembar 
seng, bahwa oleh karena hubungan bisnis seng tersebut batal maka 
seharusnya saksi Heynce Wongkar segera mengembalikan dana tersebut 
sebesar Rp 102.500.000,00 akan tetapi saksi Heynce Wongkar justru 
menghindar dan fakta persidangan membuktikan bahwa dana tersebut 
telah dikembalikan oleh saksi Heynce Wongkar yang ditransfer ke 
rekening perusahaan sebesar Rp 52.000.000,00 sedang sisanya ditransfer 
ke rekening pribadi terdakwa, maka pertanyaannya adalah apakah dana 
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yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa itu adalah suatu perbuatan 
penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan karena terdakwa 
menjabat Dirut Perusahaan? Hal ini tentunya bukanlah suatu 
penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan karena adanya hubungan 
sebab akibat dimana adanya hubungan bisnis pembelian seng antara 
perusahaan dengan saksi Heynce Wongkar. 
Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum terdakwa 
tersebut, menurut Majelis haruslah dikesampingkan karena pembelian 
seng antara Perusda yang diwakili oleh terdakwa selaku Dirut Perusda 
dengan pihak ketiga in casu saksi Heynce Wongkar adalah bukan 
hubungan bisnis atau dagang secara pribadi antara terdakwa dengan 
saksi Heynce Wongkar, akan tetapi kegiatan pembelian seng tersebut 
adalah hubungan antara Perusda dengan saksi Heynce Wongkar karena 
dana pembelian seng tersebut adalah berasal dan atau milik uang Perusda 
Kab.Tojo Una-una. Timbulnya kerugian keuangan negara/Perusda 
bukanlah disebabkan karena kesalahan manajemen perusahaan, akan 
tetapi murni merupakan kesalahan dan atau bentuk penyalahgunaan 
kewenangan terdakwa selaku Direktur Utama Perusda yang menyuruh 
saksi Heynce Wongkar untuk mentransfer dana/uang pembelian seng milik 
Perusda ke rekening pribadi terdakwa sendiri, padahal seharusnya, dana 
tersebut ditransfer dan dikembalikan ke rekening Perusda. 
Menimbang, bahwa bukti adanya itikad buruk dari terdakwa dengan 
menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau 
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kedudukan terdakwa selaku Direktur Utama Perusda adalah dengan tidak 
disetorkannya kembali uang milik Perusda sebesar Rp 50.000.000,00 ke 
rekening milik Perusda, tetapi dibiarkan oleh terdakwa sampai beberapa 
lama hingga terbongkarnya tindakan penyalahgunaan kewenangan 
terdakwa oleh aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Tojo Una-una. 
Menimbang, bahwa adapun pendapat Penasihat Hukum terdakwa 
dalam nota pembelaannya pada halaman 11 yang menyatakan bahwa 
terdakwa haruslah dibebaskan atau lepas dari tuntutan hukum karena 
berdasarkan Pasal 50 KUHP menyatakan “tiada boleh dihukum barang 
siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-
undangan”, menurut Majelis haruslah dikesampingkan karena justru 
tindakan dan atau perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah tindakan 
atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku ada in casu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Perda 
Nomor 8 Tahun 2006 jo. Perda Nomor 2 Tahun 2008 dimana terdakwa 
selaku Direktur Utama Perusda tidak mengelola keuangan perusahaan 
secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan 
yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel namun justru terdakwa 
sendiri telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan terdakwa sehingga telah mengakibatkan 
terjadinya kerugian keuangan negara/Perusda total sebesar Rp 
65.000.000,00. 
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Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara/Perusda 
sebesar Rp 65.000.000,00 terdakwa dengan kesadarannya sendiri juga 
telah mengembalikan uang tersebut sebesar Rp 50.000.000,00 sesuai 
keterangan saksi In Fitryana Tampoma dan Saiful Taher dimana uang 
tersebut telah disetor/dimasukan ke dalam rekening Perusda Kab.Tojo 
Una-una, sedangkan adapun sisa uang milik Perusda sebesar Rp 
500.000,00 sampai saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa, namun 
dalam keterangannya di persidangan, terdakwa dan saksi In Fitryana 
Tampoma menerangkan bahwa uang tersebut berada ditangan Heynce 
Wongkar karena Heynce Wongkar hanya mentransfer sebesar Rp 
52.000.000,00 saja. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur 
”menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi oleh perbuatan 
terdakwa. 
 
Ad.4. Unsur ”Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara” 
Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM 
(dalam bukunya ”Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, 
Jakarta, 2001, hlm. 66) dikatakan bahwa istilah ”dapat” di sini oleh 
pembentuk undang-undang diletakkan di depan kalimat ”merugikan 
keuangan atau perekonomian negara”. Hal ini menunjukan bahwa delik 
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korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan 
dipenuhinya unsur-unsur kegiatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan 
timbulnya akibat. Dengan kata lain, tidak menimbulkan kerugian asal 
perbuatan memenuhi unsur korupsi, maka terdakwa harus dihukum. 
Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi dalam bukunya 
Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 
mengatakan bahwa dengan dicantumkannya kata ”dapat” di depan unsur 
merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil. 
Pandangan pembuat undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik 
formil, nampaknya merujuk kepada ajaran formele wederrechtelijkheid  
yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai 
bersifat wederrechtelijk yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-
unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-
undang. 
Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto dalam bukunya Hukum 
Pidana mengatakan bahwa perkataan ”dapat” menunjukan bahwa 
kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini terdakwa tetap 
dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat 
merugikan keuangan atau perekonomian negara. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan dari segi arti 
katanya ”merugikan” adalah sama artinya dengan ”menjadi rugi atau 
menjadi berkurang”, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan 
unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah 
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sama artinya dengan menjadi ruginya atau menjadi berkurangnya 
keuangan negara. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara 
dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh 
kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak 
dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan 
segala hak dan kewajiban yang timbul karena: 
a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban 
pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat 
daerah. 
b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban 
BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang 
menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan 
modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara 
dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah 
kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama 
berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara 
mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat 
pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, 
kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan menurut keterangan saksi Moh. Idris Hj. Ambotuo, SE, 
Heynce Wongkar dan In  Fitryana Tampoma diterangkan bahwa pada 
tahun 2008 Perusda Kab.Tojo Una-una melalui terdakwa Drs. Mashury 
Lahay telah melakukan pembelian seng sebanyak 3.000 lembar dengan 
nilai Rp 102.500.000,00 pada pihak ketiga yakni saksi Heynce Wongkar, 
namun kenyataannya pembelian tersebut tidak terlaksana oleh karena 
jalan/jembatan di daerah Balingara mengalami kerusakan. 
Menimbang, bahwa uang milik Perusda sebesar Rp 102.500.000,00 
tersebut tidak dikembalikan ke dalam rekening milik Perusda, akan tetapi 
atas perintah terdakwa Drs. Mashury Lahay uang tersebut diminta untuk 
ditransfer ke rekening pribadinya dan dilakukan oleh saksi Heynce 
Wongkar melalui empat kali transfer ke rekening pribadi terdakwa di BRI 
Cabang Ampana sebesar Rp 50.000.000,00. 
Menimbang, bahwa uang yang masuk dan atau ditransfer ke 
rekening terdakwa, oleh terdakwa tidak disetor ke rekening Perusda tetapi 
dibiarkan mengendap dalam rekening terdakwa sampai terbongkarnya 
tindakan penyalahgunaan kewenangan terdakwa tersebut oleh aparat 
penegak hukum di Kabupaten Tojo Una-una. 
Menimbang, bahwa disamping kerugian uang milik Perusda 
sebesar Rp 50.000.000,00 juga terdakwa dengan menyalahgunakan 
kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa 
selaku Direktur Utama Perusda, telah melakukan kas bon sebesar Rp 
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15.000.000,00 melalui bendahara Perusda yang digunakan untuk tujuan 
menguntungkan diri terdakwa sendiri sehingga total uang Perusda yang 
disalahgunakan oleh terdakwa untuk kepentingan diri terdakwa sendiri 
adalah sebesar Rp 65.000.000,00. 
Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum terdakwa dalam 
nota pembelaannya pada halaman 13 mengatakan bahwa kaitannya 
dengan kasus ini sama sekali tidak terbukti adanya kerugian 
negara/daerah dan terdakwa juga tidak diuntungkan bahkan justru 
terdakwa sangat dirugikan dimana yang awalnya status terdakwa selaku 
PNS yang pernah menduduki jabatan struktural justru ditempatkan sebagai 
Dirut Perusda padahal terdakwa tidak punya latar belakang pebisnis hanya 
karena loyalitas terdakwa pada pimpinan dalam hal ini bupati. 
Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum terdakwa 
tersebut, menurut Majelis haruslah dikesampingkan karena dalam fakta 
dipersidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi Moh. Idris Hi. 
Ambotuo, SE, Heynce Wongkar dan In Fitryana Tampoma diterangkan 
bahwa uang milik Perusda yang digunakan terdakwa untuk membeli seng 
pada pihak ketiga yakni Heynce Wongkar sebesar Rp 102.500.000,00 
ternyata tidak jadi terlaksana, namun uang tersebut oleh terdakwa tidak 
dikembalikan dan atau disetorkan pada rekening Perusda, akan tetapi 
justru oleh terdakwa Drs. Mashury Lahay  uang tersebut diminta pada 
Heynce Wongkar untuk disetor atau ditransfer ke rekening pribadi 
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terdakwa dan akhirnya ditransfer sebanyak 4 (empat) kali oleh Heynce 
Wongkar pada rekening pribadi terdakwa dengan total Rp 50.000.000,00. 
Menimbang, bahwa disamping sejumlah Rp 50.000.000,00 tersebut, 
terdakwa juga dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Utama 
Perusda juga telah melakukan kas bon pada bendahara Perusda sebesar 
Rp 15.000.000,00 sehingga total kerugian keuangan negara/Perusda yang 
dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar Rp 65.000.000,00. 
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi In Fitryana 
Tampoma dan Saiful Taher dikatakan bahwa dari sejumlah Rp 
65.000.000,00 tersebut, terdakwa telah mengembalikan kembali dengan 
kesadarannya sendiri sebesar Rp 50.000.000,00. Adapun sisa Rp 
15.000.000,00 adalah telah diperhitungkan sebelumnya sebagai biaya 
sewa rental mobil dan perbaikan mobil untuk kepentingan Perusda yang 
digunakan oleh terdakwa. 
Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai keterangan saksi In Fitryana 
Tampoma dikatakan bahwa masih tersisa uang milik Perusda sebesar Rp 
500.000,00 yang hingga saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa, 
namun berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa uang tersebut 
tidak berada dalam tangan terdakwa akan tetapi masih berada ditangan 
saksi Heynce Wongkar karena saksi Heynce Wongkar hanya mentransfer 
dana Perusda sebesar Rp 52.000.000,00 saja sehingga masih tersisa 
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dana Perusda sebesar Rp 500.000,00 sebagaimana diterangkan oleh 
saksi In Fitryana Tampoma dalam persidangan. 
Menimbang, bahwa adapun halnya terdakwa tidak punya latar 
belakang bisnis tetapi hanya karena loyalitas terdakwa kepada pimpinan in 
casu bupati, adalah hal yang tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan 
penyalahgunaan kewenangan yang telah dilakukan terdakwa selaku 
Direktur Utama Perusda mengingat hal tersebut adalah semata-mata 
karena akibat perilaku dari terdakwa sendiri yang secara sengaja dengan 
maksud dan tujuan (opzet als oogmerk) untuk menguntungkan diri sendiri 
telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Direktur 
Utama Perusda sehingga masih menimbulkan kerugian keuangan 
negara/Perusda sebesar Rp 500.000,00. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ”dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi 
oleh perbuatan terdakwa. 
 
Ad.5. Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara 
tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengembalian 
keuangan negara adalah tindakan dari terdakwa pelaku tindak pidana 
korupsi yang telah mengembalikan sejumlah uang negara baik sebagian 
ataupun seluruhnya yang telah dirugikan sebagai akibat dari tindakan dan 
atau perbuatan dari terdakwa sendiri. 
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Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa dalam hal pelaku tindak pidana 
korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah 
memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian 
keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana 
terhadap pelaku tindak pidana tersebut. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi In  Fitryana 
Tampoma dipersidangan, selaku bendahara Perusda, mengatakan bahwa 
atas kerugian keuangan negara/Perusda sebesar Rp 65.000.000,00 
tersebut, terdakwa Drs. Mashury Lahay telah mengembalikan keuangan 
Perusda sebesar Rp 50.000.000,00 sehingga sampai sekarang ini masih 
ada uang Perusda pada terdakwa sebesar Rp 500.000,00. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di 
persidangan, dikatakan bahwa uang sebesar Rp 500.000,00 tersebut 
sebenarnya merupakan tanggungjawab dan atau masih berada  ditangan 
saksi Heynce Wongkar karena saksi Heynce Wongkar hanya mentransfer 
uang Perusda sebesar Rp 52.000.000,00 sehingga dengan demikian 
masih terdapat kekurangan sebesar Rp 500.000,00. Adapun keterangan 
terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi In Fitryana Tampoma dan 
Heynce Wongkar di persidangan, namun Majelis menganggap bahwa 
sebesar Rp 500.000,00 tersebut adalah tetap tanggungjawab terdakwa 
untuk mengembalikannya dengan cara apapun juga. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur 
”pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara” telah 
terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari 
pasal dakwaan subsidair sehingga kami berkesimpulan bahwa terdakwa 
Drs. Mashury Lahay telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 jo. 
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama 
persidangan dalam perkara ini, kami tidak menemukan hal-hal yang dapat 
melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai 
alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) dan atau alasan pemaaf 
(schulduitsluitingsgronden), oleh karenanya kami berkesimpulan bahwa 
perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan 
kepadanya. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu 
bertanggungjawab (toerekeningsvatbaarheid) maka terdakwa harus 
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dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri 
terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana. 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri 
terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang 
memberatkan dan yang meringankan: 
Hal yang memberatkan: 
1. Perbuatan terdakwa sangat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara. 
2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah 
dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Hal yang meringankan: 
1. Terdakwa belum pernah dihukum. 
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mempunyai 
tanggungan keluarga. 
3. Terdakwa menyesali perbuatannya. 
4. Terdakwa telah mengembalikan sebagian besar uang milik Perusda 
dan hanya tersisa sebesar Rp 500.000,00. 
Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan 
pidana penjara, maka kepada terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana 
denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut 
tidak dapat dibayar oleh terdakwa. 
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Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan status 
tahanan kota, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam 
tahanan atau tidak sebagaimana dalam amar. 
Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah 
diakui keberadaannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut 
tetap terlampir dalam berkas perkara. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan 
terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari 
pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk 
membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar 
putusan ini. 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah 
dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
 
5. Amar Putusan 
Setelah melalui proses di persidangan, maka pada akhirnya Majelis 
Hakim membacakan putusannya yang memuat hal-hal sebagai berikut: 
MENGADILI 
 
1. Menyatakan terdakwa Drs. MASHURY LAHAY dengan identitas 
tersebut diatas,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan 
dalam dakwaan primair; 
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair 
tersebut; 
3. Menyatakan terdakwa Drs. MASHURY LAHAY tersebut, terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK 
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PIDANA KORUPSI” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan 
subsidair; 
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut selama oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani,kecuali 
dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan hakim, oleh 
karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 
(dua) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana; 
6. Menyatakan barang bukti berupa: 
- Lembaran daerah Kab. Tojo Una-una Peraturan Daerah No. 
8 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah. 
- Berita Acara Serah Terima Modal Penyertaan dari Pemda 
Kab. Tojo Una-una tertanggal 28 Desember 2006 sebesar 
Rp 171.235.000,00. 
- Berita Acara Serah Terima Modal Penyertaan dari Pemda 
Kab. Tojo Una-una ke Perusda Kab. Tojo Una-una tertanggal 
12 Mei 2008 sebesar Rp 700.000.000,00. 
- Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor 188.45/134EKBANG 
tertanggal 22 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Drs. 
Mashury Lahay sebagai Direktur Utama P.D. Kab. Tojo Una-
una. 
- Keputusan Direktur Utama No. 08/SK PD/TOUNA tertanggal 
7 Mei 2008 tentang Pengangkatan In Fitriyana Tampoma 
sebagai Bendahara. 
- Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor 188.45/63/Hukum 
tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah 
atas nama Saiful Taher sebagai Direktur Operasional dan 
Idris Ambo Tuo sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan 
P.D. Kab. Tojo Una-una. 
- Keputusan Direktur Utama No. 03/SK-PD/TOUNA tertanggal 
25 Maret 2007 tentang Pengangkatan Abd. Haris Ganto 
sebagai Pegawai Kepala Devisi Adm. dan Keuangan 
Perusda. 
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Ampana 16 Februari 
2008 a.n. Drs. H. Mashury Lahay sebesar Rp 25.000.000,00 
(dua puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara Drs. 
Mashury Lahay dan akan dikembalikan dalam waktu yang 
tidak terlalu lama. 
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Ampana 07 Mei 2009 
a.n. Drs. H. Mashury Lahay sebesar Rp 1.000.000,00 (satu 
juta rupiah) untuk pinjaman sementara Drs. Mashury Lahay. 
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Ampana 03 Juni 2008 
a.n. Drs. H. Mashury Lahay sebesar Rp 15.000.000,00 (lima 
belas juta rupiah) untuk pinjaman sementara Drs. Mashury 
Lahay dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 
1 (satu) bulan. 
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- Foto copy 1 (satu) lembar kwitansi a.n. Drs. Mashury Lahay 
sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 
pembayaran cicilan sensor P.D. Kab. Touna. 
- Foto copy 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI sebesar Rp 
102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) 
disetor ke Norma dan yang menyetor a.n. In Fitriyana. 
- 1 (satu) lembar tanda setoran tunai Perusda Kab. Tojo Una-
una atas nama penyetor Drs. Mashury Lahay sebesar Rp 
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 13 November 
2008. 
- Asli 3 (tiga) lembar rekening koran giro periode 1 Januari 
2008 s/d 31 Desember 2008 dengan saldo akhir Rp 
101.866.138,00. 
- Foto copy 1 (satu) lembar neraca Perusahaan Daerah Kab. 
Tojo Una-una per 31 Desember 2008 sebesar Rp 
700.625.000,00. 
- 1 (satu) buah buku kas bendahara Perusda Kab. Tojo Una-
una tahun 2008.  
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada tanggal 3 September 
2008 sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) transfer 
melalui Bank BRI Luwuk ke rekening a.n. Drs. H. Mashury 
Lahay no. rek. 0566-01008412500 Cabang Ampana. 
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada tanggal 24 Oktober 
2008 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) transfer 
melalui Bank BRI Luwuk ke rekening a.n. Drs. H. Mashury 
Lahay no. rek. 0566-01008412500 Cabang Ampana. 
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada tanggal 31 Oktober 
2008 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) 
transfer melalui Bank BRI Luwuk ke rekening a.n. Drs. H. 
Mashury Lahay no. rek. 0566-01008412500 Cabang 
Ampana. 
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada tanggal 12 November 
2008 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) 
transfer melalui Bank BRI Luwuk ke rekening a.n. Drs. H. 
Mashury Lahay no. rek. 0566-01008412500 Cabang 
Ampana. 
- 1 (satu ) rangkap rekening koran giro Perusda tahun 2008. 
- 1 (satu) rangkap saham Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una-
una tahun 2006 sebesar Rp 171.235.000,00 (seratus tujuh 
puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). 
- 1 (satu) rangkap saham Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una-
una tahun 2008 sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta 
rupiah). 
- 1( satu) rangkap Perda Kab. Tojo Una-una Nomor 8 Tahun 
2006. 
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- 1 (satu) rangkap Perda Kab. Tojo Una-una Tahun 2008 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Tojo Una-una 
pada Perusahaan Daerah. 
- Bukti setor pengembalian uang sebesar Rp 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) ke rekening Perusda Kab. Tojo Una-
una tanggal 04 April 2012. 
Tetap terlampir dalam berkas perkara. 
7. Menetapkan agar terdakwa Drs. MASHURY LAHAY, membayar 
biaya perkara  sebesar  Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). 
 
 
6. Analisis Penulis 
Sesuai amar putusan, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu menyatakan terdakwa telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa tersebut selama  oleh karena itu dengan pidana penjara selama 
1 (satu) tahun. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, 
kecuali di kemudian hari ada perintah lain dengan putusan hakim oleh 
karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun 
telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Felix Da 
Lopez. S.H.,M.H. selaku hakim anggota yang memutus perkara tersebut 
pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 di Pengadilan Negeri Palu, 
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mengemukakan hal yang mendasari dijatuhkannya pidana bersyarat 
terhadap terdakwa, yakni: 
Secara eksplisit, tidak tercantum di dalam undang-undang tindak 
pidana korupsi mengenai pidana bersyarat. Tetapi secara implisit 
dimungkinkan. Dimungkinkan disini dimaknai dari ketentuan Pasal 
12 A Undang-undang Nomor 31 Tahun  1999 jo. Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Oleh Majelis dimaknai/diinterpretasikan/ditafsir bahwa itu 
dimungkinkan ada pidana percobaan karena nilainya kurang dari Rp 
5.000.000,00 (lima juta rupiah). Di dalam putusan, kerugian negara 
sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).  Di proses 
pembuktian itu sudah dikembalikan. Namun, berdasarkan 
keterangan saksi In Fitriyana Tampoma selaku bendahara 
Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-una masih ada uang 
sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang belum 
dikembalikan oleh terdakwa. Itu nilainya dibawah Rp 5.000.000,00 
(lima juta rupiah). Ketentuan 12 A tidak berlaku terhadap kerugian 
negara yang nilainya di bawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 
itulah yang diterjemahkan oleh Majelis bahwa dimungkinkan 
dijatuhkan pidana percobaan terhadap  terdakwa. 
 
Menurut penulis, pertimbangan hakim yang menginterpretasikan 
bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap terdakwa dimaknai dari 
ketentuan Pasal 12 A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi tidaklah tepat karena ketentuan mengenai pidana penjara dan 
pidana denda dalam Pasal 12 A hanya berlaku bagi Pasal 5, Pasal 6, 
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yang nilainya 
kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal ini tidak berlaku bagi 
kerugian keuangan negara yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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Selain itu, meskipun terdakwa telah mengembalikan sebagian besar 
kerugian keuangan negara, namun berdasarkan penjelasan Pasal 4 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan 
bahwa: 
Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal 
dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau 
perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku 
tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara 
atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu  faktor 
yang meringankan. 
 
Dari penjelasan pasal tersebut jelaslah bahwa pengembalian 
kerugian keuangan negara bukan hal yang mendasari dihapuskannya 
pidana terhadap diri terdakwa. Hal itu semata-mata yang menjadi 
pertimbangan majelis hakim sebagai salah satu faktor yang meringankan 
bagi si terdakwa. Selain itu, di dalam putusan tersebut majelis hakim tidak 
menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dimana pidana denda 
merupakan hal yang esensial dalam tindak pidana korupsi. 
Hakim dalam pertimbangannya juga tidak memberikan penjelasan 
mengenai tujuan pemidanaan. Padahal, hubungan antara pidana yang 
akan dijatuhkan dengan tujuan dari pemidanaan tidak dapat dipisahkan. 
Dalam pemidanaan harus mengutamakan keselarasan, keserasian, dan 
keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan individu. Hakim 
memiliki otonomi dan kebebasan menjatuhkan pidana sesuai keyakinan 
dari fakta hukumnya dan rasa keadilan. Kebebasan bagi hakim artinya 
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adalah kebebasan di dalam memberikan penilaian (judgement) terhadap 
suatu perbuatan yang dapat tidaknya dikategorikan sebagai suatu 
perbuatan pidana dari segi kepastian hukumnya, sedangkan dari segi 
keadilannya adalah penentuan dasar penghapusan pidana baik formil 
maupun materiil dan hukuman yang dapat diterima sebagai konsekuensi 
yuridis dari perbuatan yang bersifat melawan hukum. 
 
B. Signifikansi Penerapan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana 
Korupsi 
Penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi 
menuai kontroversial di kalangan masyarakat, karena masyarakat umum 
menilai bahwa pidana bersyarat atau pidana percobaan yang dijatuhkan 
terhadap para koruptor sama halnya dengan pembebasan terhadap 
koruptor tersebut karena mereka tidak menjalani pidananya di dalam 
lembaga pemasyarakatan (non institusional). Selain itu, penjatuhan pidana 
bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga masih menimbulkan 
perdebatan di kalangan ahli hukum maupun praktisi hukum. 
 
1. Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Korupsi 
Berikut beberapa pendapat hakim dan ahli hukum pidana mengenai 
penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi: 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Faisal 
Amrullah,S.H.,M.Hum. pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 di 
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Beliau mengatakan bahwa “Untuk 
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tindak pidana korupsi tidak mengenal penjatuhan pidana bersyarat. Pidana 
bersyarat hanya dijatuhkan pada tindak pidana yang ringan saja”. 
Senada dengan pendapat Bapak Faisal Amrullah,S.H.,M.Hum. di 
atas, hal yang serupa juga dikemukakan oleh Bapak Muh. Nur 
Ibrahim,S.H. berdasarkan hasil wawancara penulis pada hari Rabu tanggal 
31 Desember 2014 di Pengadilan Negeri Palu yang mengemukakan: 
Putusan pidana bersyarat terhadap koruptor bertentangan dengan 
nilai-nilai keadilan dalam masyarakat karena merupakan extra 
ordinary crime. Ketentuan mengenai ancaman minimum sudah jelas 
diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Semestinya tidak boleh diterobos daripada norma yang sudah jelas. 
Secara KUH Pidana boleh diterapkan pidana bersyarat asalkan 
tidak ada batas minimum yang diatur. 
 
Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak 
Abdul Halim Amran,S.H.,M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 
IA Palu pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 yang mengatakan: 
Penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi bisa saja 
diterapkan karena undang-undang pemberantasan tindak pidana 
korupsi tidak pernah menyebutkan secara tegas boleh atau tidak 
boleh dijatuhkan pidana bersyarat dalam tiap-tiap pasalnya. Jadi, 
pada dasarnya bisa diterapkan tergantung kepada hati nurani para 
hakim. Apakah hati nuraninya masih berpihak kepada rakyat atau 
negara yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana 
korupsi. 
 
Prof. Dr. Slamet Sampurno,S.H.,M.H. selaku akademisi juga 
berpendapat mengenai penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana 
korupsi. Berdasarkan hasil wawancara penulis pada hari Senin tanggal 15 
Januari 2015 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beliau 
mengatakan: 
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Di dalam tindak pidana korupsi, tidak bisa dijatuhi pidana bersyarat 
terhadap pelakunya karena merupakan extra ordinary crime. Pidana 
bersyarat hanya dijatuhkan pada tindak pidana yang ringan. Namun 
dalam hal ini, hakim mungkin mempunyai pertimbangan untuk 
membuat terobosan hukum meskipun hal itu menabrak asas atau 
teori-teori yang ada dalam hukum pidana. Hal ini disebabkan karena 
pada dasarnya hakim mempunyai kewajiban untuk membuat 
penemuan hukum. Namun kadang, cara dalam proses penemuan 
hukum itu tidak tepat menurut teori-teori dan asas-asas di dalam 
hukum pidana. 
 
 Selain pendapat praktisi dan akademisi sebagaimana telah 
dikemukakan di atas, berdasarkan poin 11 rumusan hasil Rapat Kerja 
Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 2012 di 
Manado, yang menyatakan bahwa “Dalam sistem pemidanaan tindak 
pidana korupsi menganut sistem retributif dan batas minimum khusus yang 
menekankan pada efek jera. Oleh karena itu, dilarang menjatuhkan pidana 
percobaan atau denda saja”. 
 
2. Analisis Penulis 
Secara yuridis, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi tidak melarang apabila hakim menjatuhkan putusan berupa pidana 
bersyarat. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan di dalam undang-undang 
tersebut yang secara tegas melarang penjatuhan pidana bersyarat bagi 
pelaku tindak pidana korupsi. Aturan mengenai pidana bersyarat yang 
diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUH Pidana berlaku 
sebagai undang-undang yang bersifat umum. Oleh karena di dalam 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 
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Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak 
mengatur tentang pidana bersyarat, tetapi karena aturan dalam Pasal 14a 
sampai dengan Pasal 14f KUH Pidana tersebut bersifat umum, maka hal 
tersebut yang dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam menjatuhkan 
pidana bersyarat terhadap pasal yang ancaman minimalnya 1 (satu) tahun 
dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini 
sesuai dengan Pasal 103 KUH Pidana yang menyatakan “Ketentuan-
ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi 
perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya 
diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain”. 
Jadi, pada dasarnya bisa saja diterapkan pidana bersyarat terhadap 
pelaku tindak pidana korupsi karena Undang-undang Nomor 31 Tahun 
1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan secara tegas boleh atau 
tidaknya menjatuhkan pidana bersyarat dalam tiap-tiap pasalnya. Maka, 
dilihat dari segi undang-undangnya yang lemah. Selain itu, tidak ada Surat 
Edaran Mahkamah Agung yang mengatur tentang pidana bersyarat dalam 
tindak pidana korupsi sebab tidak ada aturan yang secara tegas mengatur 
hal tersebut. Berkaitan dengan poin 11 rumusan hasil Rapat Kerja 
Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 2012 di 
Manado yang melarang penjatuhan pidana percobaan dalam tindak pidana 
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korupsi, hanya bersifat himbauan yang sifatnya tidak mengikat bagi para 
hakim. 
Namun, apabila pidana bersyarat dijatuhkan terhadap pelaku tindak 
pidana korupsi, tentunya hal ini menciderai nilai keadilan masyarakat. 
Dengan adanya penjatuhan pidana bersyarat terhadap terdakwa yang 
telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi akan mengurangi 
kesan beratnya tindak pidana korupsi, sehingga menyebabkan orang tidak 
lagi melihat ancaman pidana dalam undang-undang pemberantasan tindak 
pidana korupsi sebagai sesuatu yang menakutkan. Bagi hakim yang bijak, 
ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dahulu 
akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa 
yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya), baik 







Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada 
bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: 
1. Pertimbangan hakim yang menginterpretasikan bahwa penjatuhan 
pidana bersyarat terhadap terdakwa dimaknai dari ketentuan Pasal 
12 A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi tidaklah tepat karena ketentuan mengenai pidana penjara 
dan pidana denda dalam Pasal 12 A hanya berlaku bagi Pasal 5, 
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 
12 yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 
Pasal ini tidak berlaku bagi kerugian keuangan negara yang 
termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, di dalam putusan tersebut majelis 
hakim tidak menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dimana 
pidana denda merupakan hal yang esensial dalam tindak pidana 
korupsi. Hakim dalam pertimbangannya juga tidak memberikan 
penjelasan mengenai tujuan pemidanaan. Padahal, hubungan 
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antara pidana yang akan dijatuhkan dengan tujuan dari pemidanaan 
tidak dapat dipisahkan.  
2. Pada dasarnya bisa saja diterapkan pidana bersyarat terhadap 
pelaku tindak pidana korupsi karena Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan secara 
tegas boleh atau tidaknya menjatuhkan pidana bersyarat dalam 
tiap-tiap pasalnya. Aturan dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 
14f KUH Pidana bersifat umum, maka hal tersebut yang dijadikan 
dasar hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat 
terhadap pasal yang ancaman minimalnya 1 (satu) tahun dalam 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal 
ini sesuai dengan Pasal 103 KUH Pidana. Namun, apabila pidana 
bersyarat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, 
tentunya hal ini menciderai nilai keadilan masyarakat. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran 
sebagai berikut: 
1. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim hendaknya benar-benar 
mempedomani terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang tertuang 
dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUH Pidana juga 
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terhadap ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar kiranya 
kelak dapat menghasilkan putusan yang berkualitas yakni 
memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. 
2. Pemerintah seyogyanya membuat aturan yang tegas mengenai 
larangan penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana 
korupsi dengan merevisi undang-undang pemberantasan tindak 
pidana korupsi itu sendiri agar hal tersebut tidak menimbulkan multi 
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